oS0

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

IMPLEMENTASI PELAYANAN DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN

BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE
(STUDI KASUS PADA KANTOR KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN BENGKAYANG)

A
A
]
\ |
-

S =

TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik

\ [

Disusun Oleh :

SABINUS
NIM. 014827472

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2011

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka


LENOVO
Stamp


12/40762.pdf

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PELAYANAN DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN
BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE
(Studi Kasus pada Kantor Kecamatan Sungai Raya
Kabupaten Bengkayang)

SABINUS
UNIVERSITAS TERBUKA

sabinus@mail.ut.ac.id

Kata Kunct : pelayanan, kependudukan, good governance

Tesis ini mendeskripsikan pelaksanaan pelayanan kebijakan pemerintah
dalam bidang kependudukan dan efektifitas kelembagaan kecamatan, dasar
hukum kependudukan dan optimalisasi pelayanan bidang kependudukan yang
dilakukan oleh aparat Pemerintah Kecamatan Sungai Raya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa segala persoalan pembangunan
baik di pusat maupun di daersh sangat memerlukan data dan informasi
kependudukan yang tepat dan akurat. Oleh sebab it untuk menjawab tantangan
tersebut pemerintah harus dapat memberikan pelayanan administrasi
kependudukan yang sesuai- dengan prinsip-prinsip good governance.
Implementasi pelayanan kependudukan yang sesuai dengan prinsip-prinsip good
governance akan dapat tercapai jika ada hubungan kelembagaan yang baik, dasar
hukum yang jelas dan optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan.
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ABSTRACT

IMPLEMENTATION SERVICES IN THE FIELD OF POPULATION
BASED ON PRINCIPLES OF GOOD GOVERNANCE
{Case Study on Greater River District Office
District Bengkayang)

SABINUS
OPEN UNIVERSITY

sabinus@mail.ut.ac.

Keywords: service, popuiation, good governance

This thesis describes the implementation of government policy services
in the field of population and institutional effectivéness of the district, the legal
basis for population and demographic areas optimizing the services performed by

Great River District Government officials.
The results showed that all the problems of dcvelopment both at central

and regional levels are in need of'data and population information is correct and
accurate. Therefore, to answer such a government should be able to provide
services in accordance with the administration that the principles of good
governance. Implementation ‘of residence services in accordance with the
principles of good governance would be achieved if there is a good institutional
relationship, a clear legal basis and the optimization of administrative services

demography.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan pada hakekatnya pelayanan kepada masyarakat,
pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani diri sendm, tetapi untuk
melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap
anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan-kreativitas demi
menciptakan tujuan bersama. Penyelenggaraan pemeriniahan, pembangunan
dan pelayanan publik yang senantiasa mengedepankan atau menyandarkan
pada peraturan perundang-undangan yang biasa diterapkan pada masa Orde
Baru sudah tidak sesuai lagi untuk diterapkan. Penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan publik saat ini lebih mengarah pada mengikut
sertakan seluruh elemien, ‘baik di dalam intem birokrasi maupun di luar
birokrasi, dalam ‘hal ini masyarakat. Pelaksanaan pemerintahan yang
melibatkan seluruh elemen masyarakat tersebut akan segera terwujud dengan
baik jika pemerintah dapat dekat dengan yang diperintah. Pemerintah yéng
didekatkan dengan yang diperintah akan dapat mengenali apa yang menjadi
kebutuhan, permasalahan, keinginan, dan kepentingan serta aspirasi rakyat
yang dilayani secara baik dan benar.

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara
ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan

kehidupan manusia, dan selama hidup manusia yaitu mulai lahir sampai
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meninggal selalu membutuhkan pelayanan. Masyarakat setiap waktu selalu
menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari pemerintah, meskipun
tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris
pelayanan publik yang terjadi sampai saat ini masih lambat, mahal, dan
melelahkan. Kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih
diposisikan sebagai pihak yang “melayani” bukan yang dilayani. Pemerintah
sesunguhnya haruslah memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat
karena pemerintahan/ Negara berdiri sesungguhnya adalah untuk kepentingan
masyarakat yang mendirikannya.

Pemerintahan yang diharapkan adalah pemerintahan milik masyarakat
yaitu pemerintzhan yang mengqlihkan wewenang kontrol yang dimilikinya
kepada masyarakat. Dalam hal ini. masyarakat diberdayakan sechingga mampu
mengontrol pelayanan yang diberikan oleh birokrasi. Dengan adanya kontrol
dari masyarakat pelaganan” publik akan lebih baik karena mereka akan
memiliki komitmen yang lebih baik, lebih peduli, dan lebih kreatif dalam
memecahkan masaiah.

Pelayanan yang diberikan oleh birokrat harus ditafsirkan sebagai
kewajiban dan bukan hak karena mercka diangkat oleh pemerintah untuk
melayani masyarakat, oleh karena itu harus dibangun komitmen yang kuat
untuk melayani schingga pelayanan menjadi lebih responsif terhadap
kebutuhan masyarakat, lebih kreatif, serta lebih efisien. Penyelenggaraan
kepemerintahan yang baik tersebut biasa disebut dengan Good Governance.

Good governance dapat diartikan sebagai suatu mekanisme pengelolaan
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sumber daya dengan substansi dan implementasi yang diarahkan untuk
mencapai pembangunan dan pelayanan yang efisien dan efektif secara adil.
Oleh karena itu unsur-unsur pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan harus
memiliki keseimbangan dalam proses pengawasan dan tidak ada satupun di
antara mereka yang memiliki control yang dominan.

Pergeseran dari Orde Baru ke reformasi memberikan dampak yang
sangat luas bagi berbagai aspek kehidupan Bangsa Indonesia saat ini, dan
salah satu aspek penting adalah masalah kinerja pemerintahan. Oleh sebab itu
untuk menjawab tantangan tersebut pemerintah diharapkan pada pilihan
memberikan pelayanan sesuai dengan prinsip Geod Governance, yaitu prinsip
pemerintahan yang baik, dengan ~mengutamakan pada pelaksanaan
pemerintahan profesional, demokratis. serta berdasarkan hukum dan hak asasi
manusia, desentralistik, partisipatif, transparan, bersih dan akuntabilitas, selain
berdaya guna dan berhasil-guna adalah juga berorientasi pada meningkatkan
pada pelayanan publik:

Pemerintahan saat ini berupaya melaksanakan prinsip Good
Governance dalam pelayanan administrasi dan manajemen berbagai bidang
pemerintahan maupun swasta dalam berbagai bidang sektor. Hal ini dimulai
dari pemerintahan tingkat pusat sampai pada pemerintahan kecamatan, desa, dusun,
RW dan RT, harus dapat melaksanakan pemerintahan yang Good Governance.

Prinsip Good Governance merupakan upaya pemerintahan yang
mampu mengakomodasi berbagai ragam keinginan di berbagai segi kehidupan

di masyarakat Indonesia. Berbagai keinginan pelayanan masyarakat tetap
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dipertimbangkan secara baik supaya bisa berjalan dengan sistem pemerintahan
yang desentralistik. Sebagai upaya untuk membangun penataan Pemerintahan
Desentralistik, yakni menyesuaikan dengan keadaan yang terus berkembang
berdasarkan kemauan masyarakat yang majemuk.

Permasalahan yang mendasar dalam negara kesatuan yang mengarah
kepada desentralistik dengan adanya beragam kenyataan di masyarakat serta
diterimanya kenyataan tersebut guna perbedaan fakta yang bermacam-macam
keinginan tersebut sebagai suatu kekuatan. Oleh sebab itu-pola manajemen
dan administrasi yang beradaptasi dengan multi” kulturalisme dan prinsip
pengelolaan pemerintahan yang baik harus disikapi secara terus menerus oleh
lapisan birokasi serta pada lapisan pemerintahan termasuk kecamatan, desa,
RW dan RT.

Salah satu bagian dan aparat pemerintah adalah Aparatur Pemerintah
Kecamatan yang merupakan perangkat pemerintah Kabupaten/Kota. Tugas
pokok Pemerintah pada hakekatnya adalah memberikan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian
juga dengan Pemerintahan Kecamatan yang merupakan ujung tombak pertama
dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Dalam melayani masyarakat,
pemerintah kecamatan juga tidak terlepas dari permasalahan yang berkenaan
dengan kondisi pelayanan yang relatif belum memuaskan.

Pelaksanaan pemerintahan tingkat Kecamatan dalam melaksanakan
roda pemerintahan merupakan pelaksanaan dari pemerintah Kabupaten,

Propinsi, maupun Pemerintahan Pusat, maka dari itu kredibilitas birokrat
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Pemerimah Pusat. Tugss pokok dan fimgsi (TUPOKSI) Kamtor Xecamatan

sebagni sustu pedoman dalam melaksanakan program-program pelayanan

pemerintahan, termasuk di dalamnys pelayanan dalam bidang kependudukan.

Agar pelayanmn masynrekal tersebut dapaf tercapai dengan baik, maka

peerintah periu mengarshkan orientasi pelayanan pads kepentingam publik

atay magyarskat Pelayansn yang harus diberikan pemerinteh dalam hal ind

kamor Kecamatan kepads masysrekal sehubungan dengan edmimistrasi

kependudukan agtara lain :

- Pembnatan sum  keterangan yang fungsinye disesuaikan dengsn
krbutuhsn masysrakel,

- Panbuatan pengantar sural ketcrangan  kelaloan  baik, pembuatan
penganier sural keterangam penchadul,

- Pembuatan surat keiemangan belum menikah,

- Pembusian surm keterangan herpergien,

- Pembuaran sural keterangan kelahimn, kematian, dan pindah,

-  Penbuman sum keterangan kedatengan penduduk yang digunakan untuk
penguruzsn kartil penduduk dan kartu keluargs_

. Pembudian. laporan kependudukan (jumlah penduduk dan  kriteria

penduduk). (Soleh, 2001)

Kependiiukan merupakan basis utama dan fokus deri segals persoalan
pembangunan. Hmmpir semua kegisiap pembengunam bwik yang bersifit
sekioral mavpun lintay sekioral terarsh den terkeit dengan penduduk, ataw
dengan  keta lsin penduduk harus menjadi subyek sekeligus obyck
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pembangmman. Kualitss penduduk yang baik akan melahirken sumber daya
mamnusia yang baik pula Jumish penduduk yang besar tetap akan bomti jika
schagien besar deyi penduduk lersebul mampu berkarya dan berpartisipasi
dalam pembangunen, namun jika tidak tidak dapm diberdayakan secera baik
akzn menambah beban pembangunan.

Kincrja pelayansn masyarakst dibidang administrasi kepensdudukesn
lerurama pada pelayenan Kerty Tanda Pendduk (KTP), Surat Keterangan
Keluargs, Akie Xelehiran dan leirmya, seat ini masih belur memuaskan
Dengan masth kuranpgmye kinerja pelayanan masyamkat tersebt akan
berdampmk sangat besar terhadap proses pembanguman terutama terhadap
bideng sosial dan ekonomi. Masyaralat sam ini semakin menysdari akan hak-
haimys dan memmtat wriuk memperokeh pelayanan -yeng baik  dari
pemenintah, sedanghkan pemerintah yang berkewajiban memberikan pelayanan
kepada mesyarakni belum mampu memenuha tunuan wersebut

Memasuki era otoncani deersh terutams dalem rangka pelaksansaan
Undang-Undang Pemcrintahan Duerah Nomior 32 Tahun 2004 maka peran
Pemerintah Kecamstan semalin besar, Kecamatan merupekan Perangkail
Daersh Kabupaten, dan Kots, ini berarti posisi Kecamatan saat ini berada aten
bertangmungjawed lmgmitg kepada Ponperintah Deerah/Motm  Camm
berdasarken memerims sebagian kewenangsan Pemerintahan dani Bupati /
Walikota Kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati / Walikota ke
Kecamatan ini bams dijegbatani oleh orang-orang yang memililki skili dan
kemampuan yang profesional, sehingga tercipts hubimgen yeng sinetgis amtara
pernetiptah dem masysrakm

Pemerintah Kecamatzn schegai unit Pemerimahan yang memberikan
pelayanan kepade masyprelat juoga dinmnst omuk dapal bekerja secarm
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profesional delam memberikan pelayenan terhadap masysrakat mavpun dalam
menjalanksm kegintan rutinmya seheri-hari.

Umuk mengetahni lebih jauh mengenai pelaksanaan pelayanan aperm
pemerintah kecamatsin sesuai prisip Good Govermance, penulin 1elah
melakukan pengamatim di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Benglaysng
Propinsi Kalimantan Barat Dalam pengamaten yeng dilsimkan temwtang
pelaysnan pepgawsi Kecamatan Sungal Rayn, diketahui bahwa dalam
kenyatamn di lapangsn masih sering dijumpai bentuk-bentuk  ketidak
profesionalin pegswa dalam melaksanaban tugmy rutin dan melaksanakan
pelayanan kepada masyarakat

Adspun  bezmuk-bentuk  ketidak profesionalan dalam- melaksanakas
tugey nnin sdalah sering terlembainys laporan kependishikan, baik harian
maupun bulxnan Camat yang disampeikan ke Bupeti setiap bulan, masih
sering Levjadi kesalahan leparen Monogrefi Kecamatan dimena laporan yeng
disampaikan betum akurei dan evkesan asal bust ssja padahal lepowen
monografi di Kecamarsn merupakan data yang paling penting mengingat data
tersebut menyanghut sehimh aktivitas Cemet dalomn kurun waktu 6 (enam)
bulem, terget PAD ‘den PBB ymng telah ditetapkan sering tidak tercepei
schingpa berakibal lancarnys kegiatan pembangunan di dacrah.

Bentuk-bentuk  ketidekprofesionalan sparat Kecamatan Sungsi Raya
dalaomn menjalankan tugasnya antara lain pelayanan delam bidang pembusmn
KTP, KK, Akte Kelahiran, Akia Jual Beli Tanah, dan pelaysnsp-pelaysnan
lainnys, yang ditandai dengen masih seringnya penrungutan bisys di luar
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birya resmi terhadep megyareket yang membutuhkan pelaysman tersebut
Schinggn apa yang menjedi harapan mesyarakai lentang pelayansn aparst
Kecamatan Sungai Reya yang cepal, tepat, tanggap terhadap permasalahan
yang terjadi, serta eflektil dan efisien dalam pelsyanan masyarakat belum
menjadi kenyatean Hal ini lerliha pada buku pencrimasn dan penyerahan
dukinnen pengurusan sural kependudubkam baik pengurusan KTP, Kartu
Keluarga, Akte Kelshiran, Akta Jual Beli Tenah rats-rata masih memerlukan
walchy Jebrih dari satn minggu (8 sampai dengan 15 hari).

Berdasarknn peugamatan dan informasi yeng diperoleh di lapangsn
dapee diketahui bahwa dalam pengurusan dukumen kependudnksmn sefain lama
jugn keakurntan data sering kurang tepal Sebegai comich masih lerjudi
kesalahan dalam penulisan nama dan alamat yang fertera di KTP staupun di
Kartu Keluarga, Sehinggs masyaraket ‘haris menguras ulang  date
kependudukammys, Sedanghom urtuk Akin Jual Beli Tanah sering terjadi bisya
yang di pungut olch Kecamatan belum ada ketetapan yang pasti.

Mengingal Kecamatan. merupakan ujung lombak yang lmgsung
bersentuhan  dengan masalah-masalah masyarakat, maka kurengnys
profesionisne pepawni alam mempengamhi citra pelaysnan puhitk di mata
masywrukat Artinya jika pelayenan di tinglet Kecamaum baik, maka secara
vmum Emggapan masyarakat lerhadap pelayanan puhlik juga baik, begit pula
sebaliknya. Untuk biss mewupadken pelayanan yang baik tersebul maka
ditwduhksn apargiur yang profesicoal dalam menjalanken mgasnys sesuai
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B. Peramusan Masalah

Kecamatan menmpakan pemerintahan yang langsung bersentuhan
demgan masalah-masalah masyarakat, maka diperlukan adznya apamt yang
profesional untuk dapat mewujudkan pelayansn yang baik sesuai dengan prinsip
Good Governance. Berdasarken latar bedakang rersebaut maka dapat dirunmuskan
masalah sebagai berilad : "Bagrimans implememasi pelayanan dalam bidang
kependudukan serta [ekior-fakior yang menghambat Gooad Govermance di
Kecamaien Sungai Raya Kabupaten Bengkayang™.

C. Aspek Penchitlan
Adapam yemg menjadi aspek dalam penelitian e<is ini berdasarkan
latar belakang masalah di aias sdaleh :
a |mplapentasi pelayanan dalam bidang kependudukan, yang terdiri dari :
- Kelembagasn dan Tata Pemerintahan Kecamatan,
- Deasar Hukum Bidang Kependudukan,
- Optumalisasi Pelayanan Administrasi Kependuduken,
b. [mplementasi Prinsip-prinsip Good Governance
¢. Faktor{akior yeng menghambat peleyanan dalam bidang kependudukan

D. Tujnen Penelitian
Suate penelitian yang sistematis dengan menjunjung tingei norma
tujuan penelitian. Perlunya tijuao peoelitian dirmuskan agar penelitian yang
dilakukan tidak kelu=r dan bingkai permasalahan yang akap diteliti. Hal ini
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dengan apa yeng dikatakan oleh Hariwijaya dan Triton P.B (2005:50),
balrwn tujuen penelitian merupakan sasaren yang hendak dicapai oleh peneliti
sebefum melakukan penelitisn dengan mengacu kepada permasalahsn yang
dinmmusken.  Tujuan peneliian hars  ditentukan  sebelum  melakukan
penelitian. Penentuan bjusn penelitien dimaksudken agar penelitian yang
dilakuksn dapat menjawab permasalahsn yeng akan diteliti,
Adamm tjuan penelitian ini dilaloukan adalah :
a Untuk mengetahui implementani pelayanan kebipakan pemerintah dalam
bidang kependadukan
b. Untuk mengeinhui kelembagaan Kecanmear, dasar hukym kependudukan
dan optimalisasi pelayanan bidang kependudukan. yang-dilakukan oleh
aparat pemerimah kccamatan
¢. Untk mengetshui fktor-faktor yang mempengarnhi pelayenan dalam
bidang kependudukan

E. Manfaat Penelitian

Meniaat penelitian adalsh apa yang akan dibarapken dari suam
penelition atau hasil apa-yang ingin dicapal setelah melalukan penelitian
Menfaat suatu peneliGan mencakup dua hal penting. Dua hal pentimg tersebut
yaitu marifast teoritis dan praktis. Kedus manfaat tersebut mervpakan realitas
akademisi dan realitn sowial. Realitay akademisi dimaksidkan sdalah menfaat
penelitian dapat djjadiken sebagni Jandasan teoritis dalam pengembangan 1lmu
pengetahimn. Realitas somal yang dimaksud adalsh manfaal penelitian dapat
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dijadiken referensi dalam membangun masyaraket pluralistic keamh yang
lebih bermartabat (Harwijayu dem Triton P.B, 2005).

Berdaserkan pendapm diatas, maks manfast pepelitian tesis ini dapat
dijelaskan sebagai berilar :
a Manfaat Teortis

Paradigma baru dalam pengelolsan pemerimtahan yang berorientasi
pada kehendak publik yeity pepgelolann pemerintahan yang berprinsip
Good Govermnance. Pepeliian ini berussha umuk menguak  potensi
paradigms baru terseini dalam mekmnisme pemerimtabhan Kecamatan
Sungai Raya Kahupaten Bengkayang.

Hasil penelition ini dapat membukn sekmi-sckin pemaharnan yang
bervariasi (crhadep dinemils upplememasi dan teknis pengaturan
kepemeriniahan yang permanen. Hegi perguruan tinggi dan pars
mehasiswanye Serta para penwiiti yang akap datang dalam kasns alen objek
penclitan yang sama, maka penelition ing dapa dijedikan sebagai referenai

b. Manfas Prakiiy

Pola pengelolaan pemerinahan yang sdaptif yang menjadi isu aktual
di dunmip global telah mengaliv dan bergulir dengan sendirinya dalam
kehidupan dan percaturan birokrasi aampai ke tingkm kecamatan Hal ini
dimakhmmi bahwa perubshen pola pikir masyarekat seiama demgem
pessinys kemajuar imu pengetahuan dan tekoologi komonikas welabh
membuka mata mesysraket hampir di semua strata tethadap perilak
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mempersandingkarnys dengan realims zaman yang lerus memumiul
perubahan

Dengan demildan manfaat praktis penclitian tesis ind adalah dapa
memberikan kontnibnsd  pemikiran segar dan aktual {ethadap aparai
prinsip (rood (rovernance sebagai isy aktnal dan format pemerintahan

glabal,
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TINJAUAN PUSTAKA

A Kajian Pusisks
Benlasarkan paradigma dikotoeni politk dan edministrasi menegaskan
bahwa pemerintah memiliki dua Rmgsi yang berbeda, vaitu fungsi politik,
dan fungsi administrasi. Fungsi politik ada kaienpyn dengan pembuatan
kebijaksn atsy pernyatasn spa yang menjedi keinginan negara, sedamgkan
fungsi administrasi berkenann dengmn pelaksanasn dari kebijakan-kebijakan
yang ielah dibust tersebut. Dengen demikien kekuasan membna kebijain
publik berada peda kckuasaan politik dan untuk meloksamakm kednijakan
tersebnt berada pada kekuasaan administrasi negara.

Kebijakan publik dibua bukenmys tanpa maksuwd dan nyguan, namum
kebijakan publik dibost untuk memecabikan masalah publik di masyarakat
yang beraneka macam bentuk dan intensiasnya Tidak semua masalah yang
terjadi ditengah mesyarakst bisa imélahirkan susiu kebijakan pobiik, kerena
hanys masalah publik. yang dapat menggerakan oreng banysk umtuk il
memikirkandan mencan solusinys yang depal melahirkan sebuah kebijakan
publik. Masalah publik bisa menjadi kebijakan publik jika (a) mempunyai
dampak yang besar pada benyak orang, (b) ads bukti yang menyskinkan, agar
lembaga legislatif may memperhatikan masalah terseinst, (¢) ads pemecahan
masalsh ymg mudah dipehami terhadap messleh yung terjadi (Winamao,
1989). Selanfuinys Jooes dalam Widodo (2001) mengemukaksn bshwa

13
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masalah publik mudsh menjadi kebijakan publik manakala (s) lingkup dan
kemungkinan dukungan terhadap masalah publik tersetn dapat dikuropulkan,
(b) problem atan issue tersebut dinilai penting, dan (c) adanys kemungkinan
masalah tersebn dapat dipecahkan,

Berdasarken dua pendapat di atas, makas dapal disimpolken babwa
masalah publik alan dapet dengan mudab tampil menjadi kebijaken publik
jika masalah publik \crsebul dinilai perfing dan membaws dampak yang
besar pada banysk omng, mendapatkan perhatinn dari pamm pembuosat
kebijakan, sesuai dengan program politik yang ada, dan kemungkinan besar
masalah ersebut dapat dipecahlmn Agar masalsh publik dipst dipecahkan
dengan suata kebijalom poblik, menunmha adanys pecumaussn masalah dengan
baik den benar. Hal yang demikian ftu sesuai derigan apa yang dikemulmkan
oleh Ackoff yang dikufip aleh Dunn (1995), balrwa keberhasilan pemecahan
masalah menghendaki dikemuknlannya pemeeahan yang benar alas masalah
yang bemar. Sclanjutnys juga dikatakin bahwa suatu masalah yang sudah
didcﬁnis{ka.ndmgmhaikdﬂnbenarbemrﬁmd;lhmm
terpecahkan. Dengan’ demikian pihak terknil dalam proses kebijjakan publik,
harus dapat mendefinicikan mau memformulasikan svaiu problema publik
dengan baik dan benar jika menginginkan masalah tadi dapst dipecahknp
melaini kebijakan publik,

Sedangkan kebijakan publik mempunyai berbagai defmis atsupun
pengertian yang telah diutarelcmn oleh para pakar, seperi yang digambarkan

secars singknt oleh Dye (1992) yaitu “public policy i whatever govermeent
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choase 10 or mot 1o do " (kebijakan publik edalah apapun yang pemerintah
pilih untuk melakukan sy Sdek melakuken). Pengertion ini  memmut
Kartasagmita dalam Sidik (2002) merupskan upays untuk memshami dan
mengartikan (1) apa yang dilakukan stan tidek dilaknksn oleh pemerimeh
mengenai  susty masalah, (2) Bpa yang memyebabkan atau  yang
mempengarvhinys, (3) apa pengaruh dsn dampek dari kebijakes publik
tersebut.

Pendapal lein tentmg kebijakan publik dikopukekan olch Anderson
dalam Tangkilisan (2003), kebijalan edalah “Ad purposive cowrse of action
jollowed by an actor or set of actors in dealing with a problem_or matier of
comeern” (ranghainn Gndeken yang mempumyni tujuah Wrenfu yang diiloti
dan dileksanaken oleh pelalu aiu sekelompok pelaku guna memnecshkan
magalah trtenitu). Atas dasar pengertian-pengertian tersebut maks dapat
dikemukaken clemen-elemen yang terkandung dalam kebijakan publik akan
menyangkut antara lam : Pertama, kebijakan selalu mempunyai hjuan aten
beroremtasi peda tujuan tertentu: Kedua, kebijakan akan berisi tindaken atau
pola tindakan pejabat-pejabal pemerimtah. Ketiga, kebijakan sdalah reabisasi
kegiatan yang dilakukan oleh pemerimah dan buksn kegistan yang akom
dilakukan Keempal, kebjakan publik bersifal posibf (merupskan tndakan
pemeninimb  menpgensd  sesuatu  masalah  lerieptu) dan  bersifml  negatif
(keputusan pejabat pemcoriotah untuk tidak melskmken sesuatu). Kelima,
kebijakan publik selalu berdasarkan peda perathwan perundangan (eriemta
yang bergifm memaksa,
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Dari uraian di atas depat dilihat bahwa liputan kebijakan publik akan
mencakup hampir setiap bidemg kehidupan manusie baik sekala nasional
regional, maupun intemasional. Yeng menjadi mumber penentu  dalam
rumusan kebjjakan publik adalah kepemtingan publik Namun umuk
menentuken dan memutuskan apa dan bagpimens kepeptingan publik yang
sungguh-sungguh sangatlah sukar. Karena liputan kebijakan publik amastlah
beraneka ragam, renyanghut berbagai jenis isi kebijakan publik dan yang
paling penting adalah bahwa kebijekan publik tidak hsnys menyangkul apa
yang dilskukan oleh pemerintab, (etapi jugsa mengenai apa yang tidak
dilakukan pemerintah,

Setiap proses ketnjaksm powks deodttrya alian melewsti iatap formulam,
implementasi, dan evaluasi. Sedmngkan implememasi merupakan salah saiu
mhap dalam proses kebijaken yang sangal penting umuk memperoleh
peshetian, karcna kebijskan publik yang teleh disshkan, iidak skan
bermanfeal apabile tidak di implemerdasikan Hal ini disebabkan karena
unplementasi kebijakan publik ‘akan berusaha untuk mewujudkan kebijaken
publik yang bersifai absirak ke dalam realils nynts Dengan kata lain,
pelaksanasn kebijdken publik berusaha menimbulkan hasil {owcome) yang
dapat dinikmnai tenatama oleh kelompok sasaran {targer grotps).

Implememtasi kebijakan publik dapat dilsksansken sctelah rmomasn
kebijakan memperoleh pengesahan Agar dapat memahami pengerien dem
makna kebijakan publik, maka perfu kirenya memperhudikan pendapar para
ahli kebijakan public. Implementasi kebijakan publik menorm  eme
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Webster dalam Wahah {1991) diarikan “fo provide the meass jor carrying
oul (mmcoyediakan sarana urtuk melskcanaken sesuatu), fo give proctical
effect 1o (menimbulkan dampak atzn akibal terhadap sesuatu). Hal tersebut
juga dapat dikatnkan bahwa inmtplementasi berarts memyediakan sarena untuk
melaksanakan suam kebijakan dan depat menimbutkan dampak etau akibat

lethadap sesuaty tertente

Joncs (1984) mengartikan implementasi kebijaken publik sebagai
“getting the job domne amd doing it”. Penpertian yang demilnian imi eangat
sederhana, temapi  dengan  kesederhanaan rmumuosan  im Ldak  berart
implementzsi kebijekan publik edalah merupakan sumtu proses kebijakan
yang dapat dilakuken dengan mudah pula Hal imi dijelaskan pula oleh Jones
bahwa dalam melaksanakan kebijakan publik dinumut adinys syamt yang
antare [ain, adapys orang atan pelaksima, Gang, dan kemampuan organisasi
yeng biasa dischant dengmn resowrces. Kemudien jones juga memberikan
batrsan implementasi sebagai “a process of getring additioral resowrces so as
to figure ow whal it t0 be done™(suatu proses mendapatknn sumber daya
tambahan, sehingga dapat menghitung apa yang harus dikerjakan),

Proses implementasi suam kebijakan senpatlah kompleks dan tidak
mudah untvk dapat memuaskan semua pihak leTmasuk mereka yang
seharusnys memperoleh manfaa dari kebijakan yang ade. Banyak kebijakan
yang lelah ditetapkan tidak bobasi] bukan ksrens salah tujuan, tetapi
kelemahan proses implemenieai kebijakan i senditi. Berkmitm dengen

proses implementasi, Edward 11! mengatakan babwa ada empat faktor yang
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mempengaruhi proset implegemtasi kebijakan publik yaitu meliputi faktor
comomurication  (kommikasi)  resowrves (Sumber daya)l disposition
(keoendenmgan sikap) dan burecucrotic structure (strulfur birokresi)
Selanjutnys Edward [l juga mengamkan behwas meskipun sumber-sumber
unfuk mengimplementasikan sustu  kebijakan wlah cukup dan pam
implemenior telah mengetahui dan bagaimana car melakukan kebijakan,
serih. mercka mempunyai keinginan urtuk melakukannya, implementasi
kebijakan megih bedum cfekiif, karena masih terdapat struldur birokrasi tidak
efisiensi, Stmuktur birokresi ini mencakup aspek-aspek struldur orgamisssi,
pembagian kewenangan, hubungan anter untit orgenisast, dan hubungan
organisasi dengan orgenisasi luar yang ada

Definisi Gopd Governance adalsh 1su akital dar masyamkat global
yang dapat memberikan kepussan dan mewujudkan keinginan masyarakai
publik yang berorientasi pada perubshan. komstraktil. Gopd Govermamce
dalam batasan sederhana yaitu pengelilamn pemerintahan yeng baik, narmun
dalam batasan yang lebih luas dan rinci dijelaskan oleh Nugroho (2003)
bahwa Goad Governdnce adalah sistem dan proses pengelolaan pemerintahan
dm pembengunan yang menganut prinsip-pinsip Supremesi - bulum,
kemanusiaan, . keadilan, demokratisasi,  partisipsgi, transparansi,
profesionalitas, dan skumtabililas serla memiliki komtmen yang tinggi
terhadap tegaknya nilai dap priosip desemtralisasi, dayaguna, hasilguna,
kepemerintshsn yeng baik, bertanggnng jaweb dan berdaye saing ymng
didukumyg oleh kinevja yang berkualites
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Nugroho (2003) memyatakan prinsip-pringip Goad Governance yang
penting dan harus dilakukan oleh pemenntah sejak finghkat pusat sarpen
kecamatan dan desa, yaitu :

2 Supremasi bukwm yuitu proses penyelengperaan pemerintahan selatu
merjunjung  tinggi harkn dan marsbat lukum dalem  proses
penyclenggaraan pemerintahan

b. Kemanwgisan yallu proses  ponyelenggarean  pomerintahan  selalu
menjunjung  Gnggi harkm dan martahal manusis  dalam  proses
penyclenggaman pemerintahan.

¢. Keadilan yaitu proses penyelmggarean pemerioishan selalu menyadari
bahwa hak dan kewnjiban harus dapat displikesikan-secars adil dan
seimbeng.

d. Demoloratis yaitu dalam proses perryelemggarean pemerintshan selalu
memperhatikan aspirasi yang berwifet. bodrom up dan buken fop down,
sehingga espirasi masymrekst aiay steff menjedi hal penting unruk
diperhatikan dan  dilaksanekan dalam proses  penyelenggaraan
pemerintahan lerseb.

e. Partisipasi ynitu/dalam proses penyeclenggarasn pemerintahan selalu ads
sinetjisitas. gtay kerjasama yang beroriemasi pada nilai dan prinaip saling
menguniungkan antar masyarakat dengan pemerimah dan  aotar
pemerintah dengan staffnya dan staff dengan siaff serta aptar mesyamios
dengan masymrakal.
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{. Toansparmnai yatu adanya keterbukman dalem proses penyelenggaraan
pemerintahan. Keterbuknan yang disesunikan dengsn tingkat kepentingan
dan kerahasisen sustn informasi.

g. Profesionalitas yaitu dalam proses penyelenggaraan pemerintahan selalu
bekerja berdasarkan bidang, kemampuan, dan pendidikan yang dineiliki.

h. Alemtebilites yaim dalsm proses pepyelenggaraan pemerintahan selalu
membangun keterbukasn dan tmgpmg jawab kepada masyarakat publik
terhadap pelaksanaen kebijakan

i. Memiliki komitmen desentralisssi yaitu dalam proses penyelenggaraan
pemerinighan hendakoyn merniliki  komitmen atgu  tekad untuk
melaksanskan paradigma bare pemerintshan  dengan. peinsip Good
Governance dalam wilayah desentralisasi.

j. Efektivitas yaitn dalam proses penyelengguraan pemerimahan dapat
dilaksenakom sesuai program dan berusahis’ umiuk mengejar targel yang
ditetaplan dalam program tersebul

k. Efisiensi yaitu dalam ‘proses penyelenggamaan pemeriniahan digpert
dilaksanaknan sesuai- propram dan hasilnysa melebihi terget yang ditctepkan
dalan program tersebat.

|. Berdaye saing yaitu dalam proses penyelenggaman pemerinitahan dapat
memberikan kepuasan dalam menyikapi fenomena yang berkembeng dan

selaln unggul dalem persaingan.
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m Kinerja yang berkualitas yartu semanpat kerja atau etos kerja pimpinan
dan staff memiliki mutu yang didaseri oleh Sumber Daya Manusis yang
handal yang diperoleh dari pengalaman dan pendidikan

Lebih jelas pendapm Thoha, Dharma (1999) faktor pendulkung
pemerimehan yang Good Governmonce yang ada hampir semua tingkaian
pemerinmhan lenitama pemerioiahan kecamatan (Studi kasus kecamann yang
ada di pulan Jaws) adalah :

a Aparatur yang bersih dem berwibawa

b. Aparatur dengen profesionalitas yang memadai

¢. Aparatr yang cepal, tepat, nggap terhadap problem aktual

d. Apammtur yang beriwlites dalam memberikan pelaysnan  kepeda
masyaraket

e. Pemimpin eparmtur yang berkualitas dan kredibe|

f. Pemimpin yang selalu menjalin kevjasama dengan phak lain

g Pemimpin dan aparatur yang memihek kepada kepentingan publik.

Sesuai pendapet yeng dikmitkan dengan realitas pemerintahan tingkat
kecamatan, merupakan-suaty indikasi yang bersifal homogen dalam berbagai
elemen pemcrintshah sejak pusal sampai daersh yang mempamyni peluang
yang hampir tidak berbeda dalam menginventarisir faktor-[akior pendulnmg
pengimlemeniasian prinsip-pringip pengelolaan pemsrintshan yang Good

Gnrvernance.

Goran Hayden 1992 {dalam Dwipayana dan Sutors Eko), secars

komprehensil mengidentifikasi tiga (3) dimensi besar kelemahan dalam
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konteks pengimplementusian prinsip pengelolaan pemerintahan yang Good
Govermance, yaitu kelemahan pada dimens aktor, strukmirsl, dimensi empink.

Dimensi aktor mencakup kekuasaan dan kewenangan Dimensi
girukhral  mencakup clemen-elemen  seperti  ketulusan  (Compligmce),
kepercaysan (frusf), ekuntshilitas dan inovasi. Sedangkan dimensi empirik
mencakup tiga elemnen utama yaitu pengaruh wargs negara, ol lokal, seria
kepemimpinan yang responsif dan bertanggung jawab. Pengarub warga
negara bisa diukur dari tingkat partisipasi politik, pengarub artikulesi, dan
akumabilitas publik. Kepemimpinan yang responsif dan bertanggung jawab
menunjuk pada sikap pemimpin politik dalam peranmys sebagai kepercayaan
pada publik, tioghnt keterbukean pembuaten kebijaken publik, dan tingkat
ketsatan pada Rule of Law.

Budaye mesyarakal banyak meviunjuk pada derajat kesetarsan politik
dalem mazyamkal, tingkat toleransi agtar kelompok, dan tingkat ketertwbisan
dalam berbagai organisasi sosial, Hyden dalam Widodo (2001) lebih jmh
menjelaskan bahwa hambatan implememor dalam menerapkan prinsip
pemerintahan yarig Good Governance yaitu dimensi akior, mampn memyileg
secara profesional karena masih kuat dipengaruhi oleh paradigma lama yaitu
aparat minta dilayani dan bukan melaysani masyarakat

Berkaitm dengan akuntahilites dalem pelaysnan publik memmn
Dirjosanyoto (2006) menystaban pkuntabilites aken mencaknp empat hal,
vaitu (1) hierarchial arcountabiltly (ketaatan pada perimah atasan); (2) legal

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



12/40762.pdf

23

arcoundability (kepatuhan pada hukum dan peraturan); (3) pofirical
accowrdadility, dan (4) professional accormiability yang memyangont code of
comhict. Selanjuinya juga dijelaskan bahwa adanya tiga fktor determinan
pencapaian goad governance, yakni sumber daya mamucs (kman facfor),
lembaga atau pranata (instindions/system) dan budnya (ctures),

Berdasarkan review pendapal ersebut terbentang benang merah suaty
kelemshan yang bﬂp:;lemi sebagni penghambat prosesi pengimplementasian
prinsip pelayansn pemeriotshan yeng Good Govermamce. Kelomahan
sekaligus hembatan tersebut dislami oleh semue tingkat dan level
pemerintahan termasuk pemerintahan pada level kecamatan.

Kelemahan pada dimensi aklor yaitu kurabgnys. legitimasi publik,
tematnys SDM, kurang responsif terhadap isu aktual, pelayapan yeng kurang
memuazkan, den sebagninya Kelemahan pada sektor struktural yeitu kuatnya
pengaruh paradigma lama dan keterikatan terbadap aturan intermal yang
membenmuk personil berpols pikir sektoral, Dimensi empirik menunjukkan
suatu sinye! kelemshan . ‘dan berakibai pada wrhambetoys proses
simplementasi Good Governarnce yaitu kondisi objeltif muam wilayah dengan
berbagni kultur fokal. yeng berbeda sehingga beakibat lambet dan sulit
menerima perubahan sosial dan tais kepemmerintahan, Hal ini merupakan virus
potenaial bagi pemeriniah kecamatan dalam mengimplementasikan program
yang bessentuban langumg dengan masyarsknt yang kemtal menjega dan
memelihara nilai-pilai kuthral Sustu perubahan tdak mdah memperoleh
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legitimasi dalem suatu wilayah karene kefanatikarmyn terhadap pringip
kultural lokal masih sangat kual

Interakyi dan kolaborasi sniere pemerinish dan swasta maopum
masyrakat yang sering terjadi disebut dengan istilah "Kemitraan” telah
banyak dilakoken di berbagai sckior. Pola pengembangan program pada
umumnya diarahkan wnmk mepemukan bentik yang tepat dalam rangka
memecahkan berbagai permasalahan dalam masysrakat almy menemukan |
formal baru dalam menyelenggarakan pemerintshan, pembangyman, den
pelayanan publik.

Di Indopesia sasl ini sejalan dengan komitmen nasione! umtuk
melakukan tansformasi buknmm dan reformasi d segals bidang, Sedarmayanti
(2004) menjelaskan bahwa bentuk kemitraap yang dicanangkan adalah
kemitraan tiga dimensi e pemevintsh, sweda dan masyarakel madani
Ke-iga unsur tevsebut berkolaborasi dalam penyusuman penundang-undangsn,
pengendalian dan pengarwasan jalannys pemerimtahan olch masysrakat dan
swasta, penyelenggaman program pembangunan, dan pelaysnan publik
maupun dslam pelayansn beérsama sarmma dan prasarara publik aptars
pemerintah, swesta’den masyarskat Kooimen dalam Sedamnayenti (2004)
mengisyaratkan. bahwa sering dengan amiutsn perkembengan zaman maka
berdapat perubzhan paradigma pemerintahan lams kepeda paradigma baru
yaitn lebib mementingkan kehidupsn sowial den masyaraket.

Selanjutnys Sedammeyanti (2004), mensmbabkan belrm  proses
demokratisasi politik den pemerintahan d; Indooesia saat ini dalam
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membangun konsep Good Governance Lelah dilakuksm dengan dua komitmen,
yaitu profesionalisme aparahr dalam pelsyanan pubhik dan pemberantasan
korupsi, kolusi dan nepotisme atmu KKN ({Good Govermance and Clean
CGovernance). Berdasarian pendapat tersebnt maka kit membangun
pemeriniahan yang baik {((Food Govermanre) yaitu dengan membangun
segitiga kolahorasi, yakni antars pemerintah, pihak swasta, dan masyaralcat
madani, serts membangun prinsip profesionalisme eparatur dalam pelayanan
publik dengan komitmen bersama seluruh elemen publik untuk pemberantasan
KKN,

Pelaksanaan perryediaan pelayanan publik khususnys pelaksanaan
pelayanan dibidang kependudulsn yang merats dan berlooalites merupakan
lugas pemerimah emmasuk pemeviriab deesah, karens pemeraiaan dalam
memperoleh pelayanan publik menupalan skieh satu indiksior penilaien
kualites admimistrasi peanerintahan dalém menjalankan tugas dan fungsinya.
Baik tideknys administresi publik aksn dimilai seberapa jauh pelayanan
publiknys untuk menjawab tuniutan, kebutuhan dan harapan masgyarakat yang
malon meju

Juliantirs (2005} mengatakan bahwa untuk meningkatiran pelayanan
keperdbudukan. yang efektif diperfukan adanya hubungan kelembagasn yang
baik, -dasar hukum yang jelas, dan optimalisasi pelsyanan administrasi
kerena palsm pelayanan dokumen kependudukan diperiukan adeoys
kelembagaan yang baik, dasar bukwxe yang jelas umtuk melakssnakan dan
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membuat  dulimen  kependudukan, serta dalam pelayspan  dulcumen
kependudukan herus disertai dengan optimalisasi pelayanan administrasi

Nugroho (2003) babwa Good Govermmece adalah gistery dan proses
pengelolaan pemerintaban dan pembangunen yang mengenut prinsip-pringip
supremasi  hukum, kemamosiaan, keadilan, demokratisasi, partisipasi
transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas serta memuliki komitmen yang
tingg terhadep tepalmya nilai dan prinsip deseptralisasi, dayaguna, hasilguna,
kepemerintahan yang beik, botenggung jewab dan berdays saing yang
didukung oleh kinerja yang berkuelitas Teon ini tepal digunekan dalam
penelitian temtang pelayanan bidang kependudukan di Kecamatan Sungai
Raya Kabupaen Bengksyang Hal ini dischabkan kmrena dengan prinsip-
prinsip Good Governance yang di kemukakan Nugrohg sangat tepat untuk
dijadikan scuan jika pemerimah daersh ingin meningkatkan pelayanan publik
khusuanya di bideng keperdhudukan

Memahami implementasi kebijekan berarti berusasha memehami apa
yung terjedi sesudsh sustn kebijaum diberlakukan et dirumuskan, yaity
peristiwe dan kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan baik
yang memyangkut ‘ugaha meng-administragikennys maupun ussha untnk
memberikean dampak tertemtu pads masysraket Proses implementasi
kebijakan memang sangat komplek, ada implementagi yang bevhani] dan ada
implementasi yang gagal seria tidak mudah wntuk dapat memmskon semum
pihak, banyak kebijakan yang ielsh ditetapiom tidak berto) bulsn kerens
salah tujusn, 1etapi kelemahan proses implememasi kebijakan it sendiri.
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Berkaitan dengan proses implementasi, Edward I (1980) mengatakan
bahwa ada empat fakior yang mermmpengrruhi proses implementasi kebijjakan
publik yaitu pertemns faktor corvrmumication (knmunikesi), kedua, resowrces
(sumber daya), ketiga, dispasifion (kecendenmgan sikap), dan keempat yaitu
bureaucratic structure (struktur birokrasi). Keempat faktor ind sering menjadi
kendale dalam pelaksanaan kebijakan termasuk implemerntasi kebijakan
bidang kependudukan Oleh sehab itu dalam penelitian ni peneliti juga akan
melihat sejmih mana faktor-fakior tersebut juga berpengarub  terhadap
implementasi pelayanan dalam bidang kependuduken di kecamamm Sungai

Raya Kabupaten Bengkayang.

B. Kerangks Pemikiran

1. Kebijalan Publik
Publik dimans merupskan rangkaian tindaken yang mempunysi (ujuan
terienty yang dithuti dan. dilaksanaken oleh pelsku mau sekelompok
pelain mma memecehken masalah tertentu. Kebijekan publik dibuat
bukannya tanpe meksud dan huyuan, samun kebijakan publik dibuat wtuk
memecahken mesalah publik di masyarakat yang berameka macam bentuk
dan imensiiaenys. Nemup Gdak semue masalsh yang terjedi ditengnh
masynmkat bisa melahirkan suatu kebijakan publik, karens hanys masalah
publik yang dapal mengperskan orang baoyak uotuk kg memikirkandan
mencari solusinys yang dapal melahirkan sebush kebijkan publik

Kebijalom publik skan mencakup bampir setiap bidang kebidupan manuais
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haik sekala nasional, regional, msupun intemasional. Yang menjadi
sumbey pencotu dalam rumusan kebijakan publik adalsh kepentingan
publik. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya kebijaksn publik,
karena liputan kebijakan publik amatlah beraneks ragam, menyanglort
berbagai jenis isi kebijaken publik dan yang paling penting adalab bahwa
kebijakan publik tidek hanya menyangii apa yang dilakukan oleh

pemerimah, letapi juga mengenal apa yeng Gdak dilakukan pemerintah.

2. Implementasi Kebijakan

Setelah diketahwa kebijakan dan pentingnya kebijakan publik yang
harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahsn yang ada di
masyarakat, maka selanjutnys perhu diketahui pula bagaimana proses
kebijakan tersebut dilekeanakan armu di implementasikan

Setiap proses kebjjakan pada dasamys akan melewsti tahap
formulasi, implememasi, dan evaluasi. Implementasi merupaksm salah satm
tahap dalam proses kelmjakan ‘ymg sangm penting umuk menjedi
perhatian, karena kebijakan publik yang telsh disahkan amu ditetaplan,
tidak akan beomemfast apabila tidak di implementasikan. Hal ini
disehabken lmrena implementast kebijakan publik aknn berzsaha wntuk
mewujudken kebijakan publik ke dalam realita nyata. Namun dalam suatu
proses kebijakan tidak dapat dilakuken dengen sexare sederhema dan
mudah. Hal ind desebabken karena dalam melskssnalom kebijaken publik
dituotut adanya syarel yang sntare lain, adanys omang amm pelaksana
vang, dan kemampusn orgenisasi
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Proses implementasi suatm kebijakan sangatlah kompleka dan tidek
modah untuk dapm memuasken semva pihak. Edward I mengatakan
bahwa oda ecmpal fokitor yang wmempengaruhi proses implementai
kebijaken publik yaitu meliputi faktor komunikasi sumber days,
kexenderupgan sikep dan stolour birokmasi  Spuktur  birokrasa  ind
mencakup aspek-aspek struliur organisesi, pembegian kewenangan,
hubupgan anlar untit orgenisasi, dan hubwmgan ocganisasi dengan
organisasi laip yang ads Keempat fektor ini sening menjadi kendala dalam
pelaksanaan  kebijakan termasuk  implementasi  kebijakan  bidang
kependudukan.

3. Pelryanan Bidang Kependudukan
Tugas pokok Pemerimah pada hekekatiyn adalah membenikan
pelayanan kepada masyarakat dalem raaghn weningkstkan kesejshternan
masyarakat. Prmerimaban tidaklah disdakan unfuk melayani dirinye
sendiri trtapi umruk melayani mesyarakat scria menciptakan kondisi yang
wemungkinkean sctisp anggota masyarnkat mengembangkar kemampusn
dan kreativitasnya demi mecepai fujuan bersams. Sechingge dengan
pemikiran ini ‘pemeriotah, khosusyn pemetinth dacreh  Lermasuk
kecamatan yong merupaken gjung tombak dalsm pemberian pelayanan
kepads masyarukat harus mempu meredefinisikan kembali fungsi dan
peunan yemg dimainkan organisasi publiknya agar bisa momberi
pelayanan yang optimal sesusi dengan paradigma baru pemyelenggaraan
pemerintahan Pelayanan yang hanm diberikan pemerintah dalam hal ini
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kanior Kecamaian kepads masysrakat selmbungan dengan administrazi
kependuduken (Sokch, 2001) entum lmin : Pembuatan surat keterangan
yang fungsinya discsuaiken dengan kebutnhan masyaraks!, Pemnbusten
pengantar surat ketcrangan kelakvsn baik, pembusian pengamisr surat
ketcrongan  penduduk, Pembusitan surat keterangan belum menikah,
Pembuatan surat keterangsn berpergian, Pembuaien surmt keterangan
pendudok yang digunakan urduk pengurusan kertu penduduk dan kartu
kefuarga, Pernbuatan laporan kependudukan.

Pelayanan bidang kependudukan diarhken wmbak mewujudkan
Tertib Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Teniib Penigelolagy Data
Indentitas Kepenchadukan dalam rangka pelaksanaan tugsy negam dalam
memberikan perlindungan hukum dan _hek-hak sipil penduduk. Uniuk
meningkatkan pelasyansn kepenwdudoken yang efektil diperluken adanyn
bubungan kelembagsn yang baik, dasar hukum yang jelss, dan
optimalisesi pelayanan administresi kependudukan Sehingga diperukan
hubungan kelembagasn antar instans) pemeriniahan  yang ukan
mernadahkan pelaksanasn koordinasi, tercipranys kerharmonisan hubungan
antar eparm yang akan memolivasi kerja pam aparat, Selain itu dengan
adanys ‘gtroktur organisasi lembaga dan tpoksi yang jelas akan
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Demikian juga dengsn landaxan bukwn pelaksansan pelayanan
ditidang kependuduksr smmgat diperiukan sehagal dassr acuap proses
administrani kepenchucdukean yang berlaku sams disemve decreh secara
nasional. Sedangkan optimalisasi pelaysnan diharepkan pars aparal dapai
bekerja secara optimal mengingal sdministrasi bidang kependudukan
merupakan data dasar yang emnget diperfuken dalam pelaksanasn

pembangunan.

4. Primlp Good Governance

Pemnerintahan sam ini berupaya melskssnakam primip Good
Governance dalam pelayenan administras dan manajemen berbagal
bidang pemetimphan maupm swasta dalam berbagai bidang sektor. Hal
kecamalan, desa, dusun, RW dan’ RT, harva dapet melaksanakan
pemerintahan yang Good Govermimes.

Good Governongé dalem arti sederhepa yaitm pengelolaan
pemerimahan yang ‘beik, namun dalam arti yang lelh luas dapat
dijelaskan suaiu. sisiem dan proses pengelolaan pemnerinmhan  dan
panbangunan | yang mengamal prinsip-prinsip supremasi  hulum,
kemanueiaan, keadilan, demolmatisasi, partisipasi, transparmnsi,
\erhadap tegaknya nilsi dam prinsip desentralisasi, dayagwna, hasilguna,
kepemerintshan yang baik, bertangmung jaweb dan berdaya seing yang
didukumg oleh kinexja aparsl yang bekuslitas Pringip-prinsip Good
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Governgrce yang penting dem hamus dilaknksn oleh pemerintsh sejek
tingkal pusal sonpai kecamatan dan desa.

Prinsip Good (Fovermance merupakan upeya pemerintshan yang
mampu mengakomodasi berbagai regam keinginan di berbagai segi
kehidupen di masyarakat Indonesia Berbagni keinginan pelsyanan
masyarakat tetap dipertimbangkan secara baik supaya bisa berjalan dengan
sistem pemerintahsan yang desentralistik. Sebagai npaya untuk membangun
penatasn Pemerintshan Desentralistik, vakn menyesvakem dengan
keadaan yang terus berkembang berdasarkan kemansn masyarakat yeng

majemuk.
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METODOLOG] PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dasar penelitian ini merupakan sustu kases yang melakukan malisis
tentang kebijakan dibidang pelayenan kependudukan di suatu decrah, metode
yang digunakan melahii pendekmian kualialif miau discbul dengan metode
kualitatif, karena penelitian ini lebih menitik berstkan peda pendekaran
kualitatif yang memperhatikan kamkteristik konssptual yang skan
memberikan hasil yang lebih mendalam. Uniuk melibal, mengetahui serta
mehukiskan keadasn yang sebenamyn accara rinci daa aktual deagan melibat
masalah dan tujuan pepelitian seperti yang teleh disampmikan sebelummnyes,
maka meiode penelitian yang digunakan dalem - penielitinn ini jelas mengemh
pada penggunaan metde penelitian kualitatif.

Meuuryt Bogdan dan Tayler, dalam Moleong  (2000)
mengidentifikasikan metode kvalitatif adalah sebagai prosedur penelrian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kaa-katm tettulis atau lisan dan orang-
araag dan perilaku yang dapal diamati. Selanjutnya dijelaskan bahawa metode
deskmiptif yang dapat diartiken sebagai proses pemecahbsn masajah yang
disclidiki dengan mehuldskan keadaan subyek dan obyek penelitiam pada zaai
sekareng berdasarkan fakts-fakin yang lampak atzn bagaimans adanys

Pada umummyn penelitian deskriptif merupakean penelitian yang non
hipotesis schingga dalam rangka penelibennya bahkan Kdak perlu
merumuskan hipotesisoya. Metode penelitian deskriptil’ edalah meiode yang

i3

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



12/40762.pdf

3

digunakan uptuk mendapatian gamberan keseluruhan obyek penelinan secamn
akurat Pelakaanaan metnde penelition deskoiptif idak terbatas hanya sampei
puda pengunpulan dan penyusunan daia, tetapi melipyti analing  dan
imterpretasi tentang arti data tersebut, selain itu semua yang dilampulkan
berkemungkinem memjadi kune: terhadap aps yang diteli.

Sugiyono (2004), mengaiakan babrwa metode penelinen deskmipnf
bertujuan untuk mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelan dan
teliti. Srodi deskriptif harus lengkap, tanps baoyek dewil yang Gdak penting
dengan menumjukksm apa yang penting atau bdak Dalam konsep Grownded
Research bahwe suaiu cara penelitian bersifat kualitatif menjads bepengarah
dengan suatu pandengan yang berbeda remtang hubungan-amara tori dan
pengumatm.

Mengacy pada hyuan penulisan ini yakni uptuk menggambarkan
kumlitas pelayanan dalam bidang Kependudukan, maka metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode penclitian deskeriptif kualitatif,

B. Lengkab-langknh Penefitinn

Penelitian lapangan-ini dilakuksn dengan menentukan langkah-lengkah

sebagai berilut :

1. Lokesi Penelifian
Lokasi yang mempxli sasaran penclitian ini adalah Kaotor Kecematan
Sungai Raya Kabupaten Bengkayang yang terindikasi lemah dalam
mepgimplemeniasikan paradigma baru pricup Good (overnance yang
telah dilakukan cleh Menteri Aparatur Negars sejak ers reformasi tabun
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1998. Penelitian ini ingin memgetahuni data sesunggubnya yang lerjadi
dalam mengimplementasikan  prinsip-prinsip Good Covernance pada
Kantor Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengiayeng.
2. Sumber Informasi

Sumber informasi dalam penelitian ini adalah sejumlah infarmm yeng ada
di Kantor Kecamatsn Sungai Raya Kabupaien Bengkayang yang terdiri
dati Camat dap Staf Camal sebanyak 26 (dus puluh enam) omang dan
Kepala Desa dar 5 (lima) dess di Kecamatan Sungai Raya

Informan tempat penelii memperoleh data dapal dibagi menjadi dua
bagian yainy Informan Pupglai dan Informan Kunci. Keseluruhan
informan berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang, devigan-rincian 1 (satu)
orang schagai informan pangkal yarty informasi yang bisa mehmuskan
jowmben dari informasi kunci atau informasi yang bisa memberikan
informasi yang bisa mengarahkan peneliti urhik mengadakmn penelitian
agar dapat memperoleh data dan informasi yang dapat. dienalisis, untuk
informan pangkal dalam pepelitian ini adalah Camsl Kepala Kecamatan
Simgai Raya Kebupaten Bengkayang. Selanjutnya informasi kumei dalam
penglitian \ini adalah 30 orang yaitu karyawsn Kecamatan dan Kepala
Desa Informasi pangkal dimaksudken untuk dapal menjelaskan proses
implementasi komsep den prinsip pengelolaan pemeriniahan yang baik
{(Good Governance ) pada Kaptor Cemar Kecamabm Sumgai Raya

Kabupeten Bengkayang,
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C. Telmlk dan Alst Pengumpabn Date
1. Tedmik Pengumpulan Dats

Dama dan informasi yang diperoleh dari lapangan dibedakan menjadi dua

kategori, yeitu data kualitatif dan data kuamitatif. Daa kualiatif menuna

Sudjana dan Awal Kusumah (2000) jalah "data berupa nilai, seperti baik-

sedang-kureng berdasarkan hadil pepelitian tertemu™,

Sedangkan teknik penpumpulen data memund Djhuane (2001) adalah

leknik angket, wawsncers, ghservasi, partisipatif dan test. Menurut

pendapet distas maka Lekmik pengammpulin deta dalam penelitian i sdalah:

B Wawancara mendalam
Meaurut Suhartono (1995), wawancarn adalsh' pengumpulan data
demgan mengajukan pertanysan sccars jaugmng oleh pewawancars
{pengumpulan data)} kepada mfoeman  Teknik ini dilaknkan oleh
peneliti tevhadap Cameat dan Kepale Desa Kabupaten Bengkayang serta
tokob-iokoh mesysrakat yang ada di Kecamatan Bengkayang
Kahuparn Bengkayang. Jawaban-jswoban informen dicatal atau _
dirckam dengen  alat perekam (Tape Recorder). Tujuan dar
mﬂmmmmmmm
observasi dan dokumevniasi mengenai objek yang diteliu.

b.. Observasi
Teknik ini peneliti lakuksn unuk melenglspi dan menmperkuat dats
wawancars sesoai apa yang dapat dilihm melalui visualisasi peneliti

berdesarkan nomusan permasalahan peoelitian.
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2. Alm Pengumpulan Data

Alar yang digumakan umiuk pengumpulan dala dalem penelitian ini adatah:

o Pedomsn wawancara, Dalam pedoman wawencam, peneliii
merumuskan  pertanysan-perianyasn dan memberikan kesempatan
kepeada informan umfuk memberikan jawaban aian komentar seluas-
luasnya lerhadap permasalahean yang dilelii. Informan adalah orang
yang depal memberikan informasi, dats au keterangan sesuai apa
yang diinginkan oleh seseorang yang memerlukan informasi wersebut
Mepurut Suhargini (1993), "Informan adalah oreng-orang yamg
dilenmican atn  dipilih uvntuk memberikan  jawaban  ketika
berlangsungnya wawancars, sehinggn depat diperoleh informasi yang
berkenaan dengan masalah penelitian”.

b, Pedoman observasi. Dalam melakuken observasi penelii sudah
menyiapkan pedoman observasi, selanjuinya dapat mengisi berbagai
data yang berhubumgan dengan masalah pencliien demgan
menggunakan chek /ise.

¢. Tepe Recorder digunakan untuk merckem pembicarsan pada sast
proses wawapcars antar peneliti dan informan berlangsung,

d. Camera digunaken untuk mengumpulkan daia-dats fisik yang tidak ada
dolnmrentasinya.

¢. Buku cataten digunakan wruk mencatat jewaban-jawaban penting dari
informsan terhadap permasalahan penelitian
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D. Telmik Analisly Duts

Anslisis smin data edalsh swstu cara menyederhanskan data yang
sudah didapet agar mxdah dipashami dan dimfsidem oleh pembaca wmuk
membust suatu kesimpulan, Menurot Singerimbun dan Effendi (2002)
menyatakan bahwa enalisis data merupakan proses penyederhanasn dara ke
dalem hemtuk yang mudah dibaca dan di interpretasikan.

Beberapa tinik enslisis dae yang penclit gunekan edalah tekmik
kuslitatif yaitu \ckmik enalisis data (anpe menggunakan rumus-runms statistk.
Menunn Milea dan Hiberman (1992) bahwa teknik yang dipergunakan dalam
analizis date kuslitmif ade tgs langkah yeitu reduksi dets, display data dan
mengambil ke:ampulan, serts verifikasi.

Beordasarkan pendapat di alay maka langkah-langkah analisis data
dalem mlisan ini sebagm berikut :

1. Reduksi Data
Data yang diperoleh di lapangan ditulis dalam bentuk uraian kemuodism
dipilih hal-hal yang pokok yang mengarah kepada fokus penelitan. Tujuan
mengadekan reduksi date sdateh untuk memberikan gambaren yang jelas
tentang hasil penelitisn sertn dapar memberikan dats terhadap fokus yeng
ditelit.

2. Display Data
sugtu data secara terorgepinir yang memungkinksn unfuk dilakmlken
penarikan kesimpulan, pemgambilan tindakan dan merupakan bagien dain
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3. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Diata
Menctapken  keabsahan date  diperfukan tekmik  pemperikssan  data.
Pemneriksaan data dapat  dilakukan dengmm  cara  perpanjangan
keikutsertaan, ketekunan, kejadian kasus negatif dan pengecekan anggota
(Moleong, 2000). Dalam hal ini juga menysranksn bahwa lengksh-
langksh pengecckan atap pemeriksaan data yeitu dengen memperpanjang
masa Observasi, pengimalan yang lerus menerus,  triengulasi
membicaraksn  dengan  orang  lain, menganaligis kams nepanif,
roenggunaken bahan referensi dan mengadakan pengecekan sumber-
sumber yang lain.

4. Verifikexi dan Penarikan Kesimpulan
Selanjutnya verifikasi dan penarikan kesimpalin ‘dikiefinisikon sebagai
pengergan arti dari daia yang dikumnpulkan dengmm  melibatkan
pemshaman peneliti. Sejak semula ‘penelition diusshakan untuk mencari
makna datn yang telab dikumpulkan, schingga peneliti dapat mengambil
kesimpulan dari date yang diperoleh dilokasi penelitian.

Sesuai dengpn langkah-langkah diatas make peneliti melakuksn eknik
rabe]l sesuai-aspek-aspek pepelitian. Dats yang telab dikinsifikasikan dalam
bentuk tabe] tersebut disajikan don dienaligis berdesarkon aspek-aspek yang
diteliti kemudian disimpulkan dengan disjukan saran-saran st rekomendasi

dalam laporan pepelitian.
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BAR IV
IMPLEMENTASI PELAYANAN BIDANG KEPENDUDUKAN

BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian
1. Letak dan Batas Wilayah

Kecamatan Sungai Raya memiliki luas 51.620 Ha etau 516,20
Km’, merupakan salah satu kecamatan dalam wilsyah Kabupaten
Bengkayang yang lerletsk dibegian Barw deri Kebuparen Bengkayang
dianiars 130" Lintang Utara, dengsn ketinggian dari permukaan law
kureng dari 500 m dan satu-sanmy» kecamatzn yang mempaaiyai wilayah
pesisir dan kepulauan di Kabupaten Bengkayang, Kecanatan Sungai Rayn
merupakan salah satu dari 14 kecamstan yang ada di Ksbupaten
Benghsyang yang mempunyal ( wilaysh peaisir dan  wilayah
kepulmuan/daratan, maka Kecamaian Sungai Raya merupakan kawnsan
primadoua Kabupaten Bengkayang yang cukup memada. Oleh karens i,
Kecamatan Sungai Rays cukup potensial untuk dapat dikembenglan

pembangunanuya di masa depan
Penggimasn |shem di Kecamatan Sungai Rays Kabupaten
Bengkeyang umumnys dimanfastkan oleh penduduk untuk aktivitas
pertanian seperti untuk perketuman kelapa, pertanian padi, temped
tinggnl/pekarangsn. Sedangkan lahan leinmya berupa lahan hutan dan
semak-semak atn alang-alang jumlahnys masih cukup besar, namun

a0
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Berdasarkan ureian lerscbut, lahan yang ada di Kecamaten Sungai Raya
dimenfaaikan scoplimal munglon cleh pendudok untuk mememhd
kebutuhan hidupmya.

Secarn  adminisiratif, Kecamatan Sungai Raye Kabupaten
Bengkayang memiliki batns-batas wilayah schagai beriku ;

- Sebelah Utarm berbatasan dengan Kecamstan Singkawang Selatan
Pemerintah Kot Singkawang

- Sebelah Timur berbalpzan dengan Kecammian Cepkals (Kabupaten
Bengkayung dan Kecamatan Toho (Kabupaten Pontianak)

- Schbelah Selamn berbeinsan dengan Kecamatan -Sungai Xamyit
Kabupaten Pootianak

- Sebelah Baral berbatasan dengan Lant Nahuna.

Kecamstsn Sungai Raya ditinjeu dan struktur pemenntahan terbagi
dalam 10 buah desa, 35 lingkungan/dusun, 185 Rukun Tetangga (RT) den
58 Rukun Warga (RW). Terbentuknys Kecamalan Sungai Rayes yang saat
sekarang i beribukctn Kecamstan di desa Surgai Duri bermsal dari
kewedsnan Singkawang yang dipecah berdasarksn Surat Keputosap
Swapraja Sambas Nomor : B-856/1958, tanggal 30 Juni 1958 didasarken
pada Surst Kepatusan Gubernur Frovinsi Kalimantan Barat Nomar ; 34-3-
3 ianggal 1 Agustus 1956.

Melalui Surat Keputusan Gubermmr (ersebut  terbentukdsh
Kecamatap Sungmi Rays pada tahun 1956 yang pada waldn im Thukota
Kecamaten berads di Sungal Raya, keenudian pada talnm 1967 Tbukota
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Kecamatan Sungai Rays dipindahkan ke Desa Sungai Duri, pada masa itu
Kecamatan Sungai Raya masih berada di baweh pemerimmhan Kahupaten
Sambas. Setelah legadinys pemekaran wilayah Kabupaten Sambes
menjadi 2 (dua) Kabupaten dan | (sau) wilsyah kota, yritu Kabupat=n
Sambes, Kabupaten Bengkayang dan wilayah Kota singkawang, maka
dengan dikeluarkannys Undang-undang Nomor 1 tahun 1999 tentang
Pembeotukan Kabupeten Bengkayang, pada sast iy Kecamatan Sungai
Raya dimasukkan menjadi bagian dari wilaysh Kabupaten Benghayang.
Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Benglwvang dapet dibagi

dalam 2 kettpori wilayah dess yeitu Desa Pesisit Paptai dan Desa
Kepulauan
a Desa Pesisir Panta

Desa Pesisir Pantai adalah dese yang terletak di jalur suiers yang

memanjang melipul :

1) Desa Sungai Duri

2) Desa Sungai Jags A

3) Desa Sungai Jaga B

4) Desa Sungai Pangkalan |

5) Desa Sungai Pangkalan I1

6) Desa Rukma Jaya

7} | Desa Sunga Keran

8) Desa Sungai Raya

9) Desa Karimunting
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b. Desa Kepulauan
Desa kepulsuan yaity desa yang tevletak diseboah pulsw pads Leut
Natuna yaitu Desa Pulau Lemukutan yang dikelilingi beberapa pulsu
antara lain :
1} Pulew randaian tevmasuk dalam wiltyah Dess Pulan Lemungutan
2) Pulau Kabung termasuk daiam wilayah Desa Karmonting
3) PhlaquiaBemlc;mnmkdalamwﬂn)thHlSungaiRaya
4) Pulav Penata Kexil termasuk dalam wilayah Desa Sungai Raya
5) Pulau Bary termasuk dalsm wilayah Desa Sungad Raya
6) Pulau Seluas termasuk dalam wileyah Desa Sungai Raya.
Pulau-pulav kecil yang berada di pesisir pantsi-yang termasuk
dalam wilayah Desa Pesisir adalah :
1} Puleu Kera lermasuk dalam wilaysh Tess Sungai Rayn
2) Pulen Semasak tevmasnk dalam wilzyah Desa Sungai Raya
3) Pulay Tempurung termasuk dsjam wilayah Desa Sungai Rays

4] Pulan Belacan termasuk dalam wilayah Desa Sungai Raya

2. Iklim dan Curab Huajan
Ditinjau dari wilayah cursh hujen maka Kecamatan Sungai Rays
Kabupaien Bengkayang berdasarkan stasiun pengulur hujan, bahwa curah
hujat diwilayah imi mta-eata 3212 mm dengan subn lestinggi 31,05 denjat
celcive dan suhu terendah 22,9 dernjat celeiis, sedangkan subn pada siang
hari mta-rate 29 derajat celcius Dismrping itu, pada bulan Juni sampei
Agustus menpekan bulan kering karens curah ingan tevgolong smgat
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rendah  Sebalilnys pada bulan September sampai dengan bulan Februari
dapat dignlongken kedalam musim lifjan dan pads sam inilsh para petand
mulai menggemap lahan pertanian merela khnsusnys petani pad.

Topografi berhubungan erst dengan kondisi fisik serts relief
sctempat. Secara umum, wilsyah Kalimantar Barat jenis tonah yang ada
terdini dani jenis alluvial den crganosol dan oligotrof. Jenis tanah yang
dapat ditemui Kecamatan Sungai Raya Kabupsten Bengkayang adaiah
tapah oligotrof, alluvial dan podeol.

). Jumlab Penduduk

Sumber days menusta merupakan aset yang dapat dimanfasean
baik secara kualitas mappun secars kuantiths sepertl peamngkatan minu
manusia melalyi jalar pendidikan dan kejuruen ymng dapet ditinglotkcan
agar penghidupannys lebih baik den tersedia lemaga kerja yang cukup
sebagal asset pernbangunan Oleh kercnanya dengen jumlah penduduk
yang besar mi perin diusahaken begaimana caranyn agar dapat difungsikan
sebagai penggerak roda pembangunan dan bukan menjadi masalsh dalam
porabangunan,

Luas Wilaysh Kecamatan Sungai Rays Kabuparen Bengkayang
adalah sebesar 51.620 Ha, dilmi oleh sckitar 40.193 jiwa dengan 9.000
kepala keloarga dangan perincian berdasarkan jenis kelamin yaitu terdin
dari 20.394 jiwa berjenis kelamin laki-fski dan 19.799 berjenis kelamin
perempuan, Kepadsten penduduk yeng ada d4i Kecamatan Sungei Raye
adalah sebanyak 85 jiwa per kilometer persegi. Radn-rata jumlsh engpota
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keloarga dif Kecamnatan Sungai Rays adalah 4 jiwa per keluarga Uniuk

lctih jelasnye dapm dilihat pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1

Luas Wilayah, Jenis Kelamin, junlsh Penduduk, Rumah Tangga, Rata-rat
Jiwa Per Keluarga dan Kepadatan Menunn Dess

di Kecamaisn Sungai Riya

Na Deean/Kelarukan i‘;"_'?) J-: l:II.:I‘ P::;::t | :.:: :I::h-:h Kepadatan
1. | Sungai Dun 30,00 3927|3838 | 7815 1,583 SHE 261
2. [ Sungsilags A 1593 | 1980 [ 1796 | 3.776 959 4 237
3. | Sungai Jage B 9,00 351 | 515 1 066 235 5 118
4. | Sungai Pangkalan) | 720 | 515 | 542 L.057 230 5 147
5. | Sungai Pangkatan IT | 13,72 | 2454 | 2383 | 4.837 925 5 353
6. | Bukma Jaya 3058 | 2.105 | 2016 | 4.4 b64 5 1315
7. | Sungai Keran 1530 | 1043 | 898 1.941 447 4 127
& | Sungai Raya 28,42 | 2885|2927 | AR 1395 4 205
9 | Kermmunting 194,50 | 4.395 | 4328 | <R.721 2117 4 45
18. | Pulau Lemmukitan 12520 | 539 | 506 1.045 245 4 2

Jumilah 46988 | 20394119.799 1 40.193 | 9.000 4 8s

Sumber : Kecamatan Sungai Rava Daiam Angha 2008

Salah satu mdikator keberhasilan pembangunan kesshetan terdiheat

dari angka harapan hidup. Untuk Kecamaian Sungai Raya pada tahun
2005-2006 dapat mencapai angkn hempan hidyp 62,04 talnm Apabila
keadasn" penduduk  Kecamatan Sungsi Raye ditigjan dari banyaknya
kélahiran dan kematian penduduk depat dilibat pada tabed 4.2 berikut
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Tabel 42
Kompasisi Penduduk Menunit Angka Kelahiran dan Kematisn
Memung Jenis Kelamin di Kecamatan Sungai Raya
Angks Kelahiran Anghs Kemsting
No | Desw/Kelurshan |Jeals Kelamsin Jenis Kelamin |
L - Jumlah L 7 Juminh
1. | Simgai Duri 28 | 34 62 13 6 19
2. | Sungai Jaga A 27 15 12 10 7 17
3. | Sungai Jaga B 15 13 28 3 0
4. | Sungai Pangkalanl | 10 5 15 4 2 6
5. | Sungni Pangkalen Il | 21 16 1 7 13 20
6. | Rukma Jaya 23 25 48 9 6 15
7. | Sungai Keran 9 & 15 2 2 4
8. | Sungai Rayn 26 32 58 1] 6 17
9 | Karmunting 14 19 i3 ? 7 i4
10. | Pulau Lemukutan 4 6 10 4 I 5
Jumiak 177 m k)] ™ 5 120

Sumber : Kecamatan Sungai Raya Dalam Angka 2008

Apabila ditinjav dari klasifikasi penduduk di Kecematan Sungmi
Raya memurui kelompok, umur dan anghatan kerja diperoleh data seperti
terlihat pada label 4.3 berilnm inj.
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Komposisi Paxtuduk Menmurn Kelompok Umur dan Angkatan Kerja
Di Kecamatan Sungai Rays

| No | Umur I_Hfl:; K—‘:,':“u':w“ Jumish
1. 04 3.540 3.451 6.99)
z. 5-9 2.149 2,100 4.249
3. 10-14 1757 1.717 3.474
y 15-19 2034 1.978 4012
5, 20 - 24 1.916 1.826 3.742
5. 2529 1.575 1,488 3.063
7. 30- 34 1.338 1238 2,576
B. 35-39 1.154 1.068 2222
9. 40- 44 1.016 1.014 2.030
10. 45-49 936 7 1.909
1L. 50 - 54 830 81 1.691
12. 55— 59 707 703 1.410
13, 60 - 64 568 516 1.084
14. 65 — 69 a0l 361 762
15. 70 - 74 219 245 484
16. 75+ 234 260 494

i Jumish 20,394 19.799 40.193

Sumber : Kecamatan Sungai Rava Dalam Angka 20038

4. Mata Pencabarian

Aktiviles ekoporni dapal dilibat dari persentase penduduk yang
terliban dalam berbegal Iapangan kerja. Penduduk Kecamatan Sungai Rays
Kahupeien Bengkayang ditinjeu dami jenit pekerjasn yang dilakukannya

bermacam-macam sepexrt terlihat pada tabel 4.4 bherikut -
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Tabel 4.4 Jenis Mata Pencaharian Penduduk di Kecamatan Sungsi Raya

Na Mats Pencaharian Jumiah Prrsentase

1. | Pegawai Neged Sipil 620 5.83

2. | Buruh Tani 985 5,25

3. | TNI/Polr 72 0,68

4. | Pedagang 589 5.5]

5. | Petani 578 33,717

6. | Nelayen 2.562 24,07

7. | Pengangkutan 92 0,86
Jumiah 10.643 100,08

Sumber : Kecamatan Sunpai Raya Dalom Angka 2008

Penduduk yang bekerja di sekior pertanian (petani dan buruh tani)

merupakan jenis pekerjaan ymng paling besar. Sektor pertenian dimaksudkan
disini memiliki pengertian dan cakupem yang cukup tuas, bukan disektor
pertamian padi belakn, namun yang dimaksudksn dimini adalah seldor pertanian

lainya seperti perkebunsn kelepa, jegung, karet, kedelai, pisang, kecang

hijau, kacang tanah, ubi kayu, nhi jalar, pala, palawija bai yeng ditanam di

lahan kering maupun lahan basah seria penduduk yang bekerja di banbek ikan

raaypun dang.

Agama dsn Kepereaysan

Bangsa Indonesia yang berlandasian Pancasile dan Undeng-
Undéing Dasar 1945 seperti yang ditegaskmn dalam pasal 29 pada intinys
memberikan kebebasan ysng seluas-luasnya kepada penduduk untuk
memeluk agams sesuai dengan panggilan hati nuramnys. Pembangunen di
bidang agams sangal pesat schinggn mencapai pedesam, demikian puls
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dengan di Kecamamn Sungx Raya Kabupaten Bengkayang yang
msyasitas penduduknya berzsal dari kelompok etnik Melayu yeng identik
dengan Islam Untuk lebih jelasys dapar dilihat pada tabel 4.5 berikut imi.

Tabel 4.5
Komposisi Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan
di Kecamatan Sungai Reya
No Agams Jumiah Perseotase
I. |Islam 21.99] 54,71
2. | Kristen Protentan L 1,33
3. | Knsien K#iolik 3.528 8,77
4. | Budhs 6.568 1634
5. | Hmdu 0 0,00
6. | Kopg Hu Chw 7.575 18,85
Jambisk 40.193 100,00

Siumber : Kecamatan Sungai Raya Dalam Angka 2008

Berdasarkan data tersebut distas, terlibat agams Islam merypakan
sgams yang paling banysk pemeluknys dari keseluruhan penduchk di
Kecamamn Sungsi Reya Kabupsien Benglmyang. Keanekn ragaman agama
yang diag mesyersksl di Kecamelan Sungm Raya sclama imd
memperithetkan bobungam yang harmonia dan saling menghormaty antar
sesama pernelulmya sehinges tidak pernsh terjadi pertikaian agama di
Kecamatan ini.

Kecamatan Sungai  Raya Kabupaten Bengkayang (elab
dileksanaken pembangunan bebompa jmns den pmisarema  oleh
pemerimtah maupun swasts dalam upays meningkstken kehidupan
masyaraksl yang lebih baik deri scbelurmys sebagai upays peningkatan
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sumber deya mammia (SDM) dan meninglkatksn perekonomian
masyarakat, melipai
6. Ssrana Pendidilan

Sebagni tindak lanjut vatuk meningkntkan sumber daya manusia &
Kecamatan Sungai Raya, telah dibangun dan disiapkan beberapa sarana
dan prasarana pendidiken dari tingkst Tamsn Kamsk-kanak sampai
setingkat Sekplah Menengah Atas (SMA) baik yang dilakukan oleh
pemerimah maupyn ywaste Jumlah sarena pendidiksn uptuk tingks
Teaman Kanak-kansk berjumlsh 4 unit, tingksi SD/sedersjat sarane dan
praserana berjumlah 37 unit, tngket pendidikan setingim Madrassh
Ibtidaiyah Swasta (Mis} berjumlah 4 uni, Madrasah. Tseoswiyah (MTs)
betjumlah 2 uit, SLTP Negeri 4 unrt, SLTP Swagia 3-tmnit, SLTA Negen |
Unit, SLTA Swasta 1 unn dan Madrasah Aliyah Swasia (MAS) berjumlah
1 unit Adenya sarans don prasarang pendidikan ini diharapken tnghkat
pengetabuan dan kercrampilan pendichuk akan semakin meningkat, schab
kits ketahmi bersama . behwa dalam mengju  kehidupan mendatang
mererivkan manusia yang berkualitas dan tereampil.

7. Fasilitas [bedaki

i Kecumamn Sungai Raya Kabupatrn Bengkayang scbagaimans
diketahui - penduduknya mayoritas beragame [slam, maka tidak heran
apabila di kecamaton iy sarans fbedah umat [lem paling banyak, seperti
Masjid berjumlak 3% buah, Musholla bexjumlah 10 buah, sedmgkan
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sarena tempal ibadah untuk sgama lein seperti Gereja/Kapel berjumbah 7
bush dan jumlsh Vihara atan Kelenteng berjumlah 4 bush,
8. Fasititas Keschatan

Sarana dan prasarana keschatan di Kecamaran Sungai Raya
Kabupeten Bengkayang untuk memberiksa pelayanan kepada masyarakat
lerdapat 2 buah puskesmas, § buah puskesmas pembenm, 33 buak
posyandu, 9 buah polindes serta toko obat / jamy sebanyak 6 bush. Selain
ite puls terdapal 2 orang dokter praktek dan bidar praktek sehbanyak 3
orang,

Untuk membantu masyaskat dalam menychatkan penduduk di
Kecamatan Sungai Reya Kabupeien Bengkayang, nsks disdakaenlah
tenaga madis/tenagh paramedis yaitu uptuk dokder Gmum scbanyak 2
orang, mantri kesehatn sebanyak 14 orang, biden sebanyak 10 ovang dan

dukun beranak sctanyak 67 crang.

9. Fasilites Perdagangan, Koperasi dsn Perbankan
Kegiatan perdsgangan di Kecamatn Sungai Raya telah
berkembang dengan pesat dengan semakin tumbuhnys kegistan sehaor
pertanien, - perkebunan, inchstri  dan jasa.  Tumbubmys  pertanian
holtikuhura seperti jeruk dan perkebiman mendorong berkembangnya
pasar yang ada scbagai pusat perdagengan.

dalam memenuhi kebvtnbem masyaraksat dengan akdivites keluar masuk
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bamag dagangan yang cukup tinggi yang disebablan tersediapys fasilitas
pendukung scperti koperasi dan perbankan.

Sampai sasl ini jumish koperesi yeng tersedia 4i Kecamatan
Sungai Raya scbanysk 5 buah, ssdangken yang masih ekdf sampai
sekarang sebenyak 2 buah Fasilitas perbankan yang tersedia meliputi BRI
Unit Desa Sungai Duri dan BPD Kalbar Kantor K.as Sungai Duri.

B. Strukiur Organlsast

Profil organisasi bermanfear bagi penemto kompetensi (kemampuan)
serta  kelemahan-kelemahan sustn orgenisasi yang sifginys  soegis/
menentukan, sehingga dapat diketahui apakah hasil yang dicapai konsisten
dengan visi dan tujuen organisasi. Setiap organisasi tidak mustahil akan selalu
menghadapi adanys keterbatasan kememguadi) dalam menyediskan dan
memperoleh sumber daye (resoiwrces) yang diperluken, baik dalam hal dana
{(money), sarana dan prasarana (mochine oad meerials) peloyanan, sumber
daya manusia (mor) st mekanisme (methnd) dan ckspektes; (mile)-nila
yang diherapkan) oleh orsng-orang yang terlibat dalam organisasi,

Dengan demikifn sejavh mana kondisi-kondisi wvsetnt telah dapat
terpenuhi perlu umiuk dianalisis, sebab hel ini terkeit dengan penilaisg
lerhadap kinerja sumto organissmy. Oich scheb itu, dalam menentukan atau
melihat “profil organizasi samgst el keitannys emiaa hamapen dengan

kenyatsan yang ada.
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Struktur Organisasi Kecamatan Sungai Raya perdini dari ;
- Ceamat dengan Eselon [Tl.a
-  Sekretariat Kecamatan yang dipimpin oleh secrang Sekretaria, Eselon I b
- Krpals Seksi Pemerimahan dan Umur, Eselon [V .a
- Kepala Sekwi Fkonomi dan Pembangunan Kemasyarakatan, Eselon TV.a
- Kepaln Sekai Kesejohteraan Sosial, Eselon IV .a
Umtuk lebih jelasnys dapat dilihm pads Gambar pads akhir bab ini.
C. Tupoksi Kecawpatan
1. Tupoksi Camat
Tugas pokok dan fungsl Camat adalab memimpin penyelenggaraan
pemerintahsn, pembinaan pemerintghen kelumhan/dess, pembangunan
dalam pembinean kehidupap kemasyarakatan seris penyeleagparaan
koordinasi alns kegiatan pelaksamann unsur-unsur yahg menjadi tugasnye.
Sedangkan yang berkaitan dengan tugas pokok jabaten schagai Camat
adalah membanty Bupah dalam  penyelenggarsan pemeriniahan,
pembangunan dan pembinsan kemasyarakalan dalam wilaysh
kecamaian
Fungsi Camet sesuai dengan yang tercantum pada analisa jabeben
yang ditetapkan sebagai :
- .. Pelaksana pelimpahan sebagai kewenemgan pemernintah dani kabupaten
-  Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kecevnntn
Uptuk melakesnaken fingsi scbagaimens dimekowpd, camai
mempuny kewenengam schagni beriloat :
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- Penmyelenggarean tfugas-tugas permecriniahan umum dan pembinasn
keagrariaan dap pembinaan politik dalam pegeri

- Pembinasn pemcrintahan desa/kelurahan

- Penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilsysh

- Pembinam pembangunsn yang meliputi pembinam perckonomian,
produksi dan distribusi serta pembinaan sogial.

2. Tupoksi Sekretariat Kecamnatan
Sekvetariat  kecamatan mempmyai ingas menyelengearakan

administresi keuangan dan kepegawaian. Dalam melakssnaksn tugas

tersebart, Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut

- Melaknken urusan sural-memyural, kearsipan, periengkapen dan romah
lEnggn

- Melakukan urusan perencanasn kegintan dinas

- Melakukan urusan kevangsn

-  Melalukan urusan pembinaan kepegaweian

-  Mclakuoken evaluasi, analisa dan penyusunan laporan kegiatan dinas.

). Tupaksi Seksl Femerintnhan dan Unvum

kependudukan dan pembinaan politik dalam negeri. Sekxi pamevintahas

dipitupm oleh seorang Kepala Scha vang berads dibeawsh  dan

bertanggung jawab kepada Camal
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Dalam melakeanakan tugas tersebul, Seksi Pemsevintahem dan
Umnum mempunyai tugas sebagnai herikut :
- Penyusunan progmem dan pembinaan penyelenggarean pemerintahan
umum dan pemerintahen desa/kelrahan
- Penyusunan program dan pembibaan sdministrayi kepencudukan dan
catatan sipil
- Penyuwsunan program dan penyelenggaraan pembinsan keientraman
dan kelertiban wnwm, lermasuk pembinaan tertib perizinan.
- Pemyus:man progrem dan penyelenggaraan pembinssn polisi pamong
praja
- Penyusunan program den pembibaan kegiatan somal politik, idiologi
negars dan kesatuan bangsa
- Melaksanakan tuges fein dibidang pemenntzhan yang diberikan oleh
Camat
4, Tupoksi Sclai Pembangunan dan Perekonominn Kemasyarakstan
Scksi Pembangimen dan Prrekonomisn  Kemasyarakatam
mempunyai tugas- meldkulon pembinsan  dibideng pembangunan,
perekonomiag. den - lingkungan  hidup. Seksi  pembangunan  dan
perekonomym kemasyarakatm dipimpin olch seormg Kepala Seksi vang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat
Dalem melalmupaken tugas-tugas tersebul, scles pembengiman dan
berilat :
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- Menyiapkan pepyumumnan rencana dan pembinasn  administras
pembangumen, termasuk pernbengunan desa/krlirshan
distribusi serta pembingan sarana Jan prasamna perekonomien

- Penyusunan program dan pembinasn lingkungan hichup

- Melaksmnakan fgss lsin ditidang pembangunan dan perekonomian
yang diberikan oleh Camat.

5. Tuopeksl Seks Kesejahizrnan Sostal
Sekwi Kesejehteraan Sosial mempunyai tugas melalukan
pembinssn kesejahtersan sosial. Scksi kesejahteraan sosial diplmpin oleh
seorang Kepala Selsi yang berada dibawah dan bertanggang jewab kepacds

Camat

Dalam menyrlenggaralien tugas lemsebul, seksi kesejalveraan sosial
memmuryai fungs sebagal berikut :

-  Penyusunan program dan pembinasn banmiusn s pelayanan sosial,
pembinasn kepermudaan, perenan wanita dan oleh raga

- Penyusunan pmgron’ dan  pembinaan  kehidupan  kesgamsan,
pendidikan, kebudayaan dan kesejahternan masyarakat.

f. Jumbak Pegawal 3l Keesmatan Sangal Rays
Uotuk peningloatan kemempuan pegawai secara eknis mauspun
fimgaionsl, meka Kecamatan Sungzi Rays telah berupmya umuk
berupa kursus, pelaihen, workshop, seminer mampun lokekarya yang
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berbagai kegiatzm baik yang telsh diprogram oleh pemerintsh Provingi
Kalimantzn Barat delamn hal imi Pemerintah Kabupaien Bengkayang seria

Dinas terkait, manpun Badan Kepagawpiap Daerph (BKD) Kabupaten

Bengkayang dimanfaatkan secara optima), cfektif dan efisien oleh

Kecamatan Sungai Raya guma peninghatan kapasitay sumber daya manusia

yang ada.

Guna mendulnmg upays lersebut lentunya diperukan sumber

pendanasn yang memadlsi, walsupun sampsi denpan saat ini umuk

Kecamalan Sungan Raya tidak disediaken dana khusos wnihuk mengikut

pelatihan Jumlah pegawai berdasarkan polongan yang ade di Kecamatan

Sungni Raya depai dilihat pada tabel 4.6 berikut

Tabel 4.6 Jumlah Pegawni Berdasarian Golongan di Kecamalan Sungai Raya

No Golomgan Jumlah
1. | Golongan IV 1
2. | Golongan HI 10
3. | Golongan 11 14
4. | Golongan [ 1
5. | Honorer Dinersh -
| Jumiah 26

Sumber.: Kantor Kecomatan Sunged Roya 2008

I. Sarans dan Prasannas Keeamatan Sungal Reys

Kondis pedung Kambor Kecamatan Sungai Raya culup baik namun
perlu dilakuken rehab atas bangunan yang digunakan, karena banguoan yung
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diguneakan sampai saat ini adalah bangunan yang dibangun pads tabup 1985
schingga umiuk kondisi sekarang swdah sanget perlu umiuk  dilakukan
perbaikan/perchapan, tendama umuk gedung serbogunrs yang kondisinya
sudah rusak beret. Untuk lebih jelasnya kondist gecung Kanior Kecamatan

Sungai Raya dapat dilihat pada tabe] berikad o,

Tabel 4.7 Kondisi Bangunan Gedung dan Ruangan di Kexamatae Sumgai Raya

No Sarans / Pragarana Jomlek Kondbi

1. | Gedung Kantor 1 Uat Baik

2. | Rueng Rapat 1 Ruang Baik

3. | Ruang Sckcamn 1 Rusng Baik

4. | Ruang Kasi 4 Ruang Baik

5. | Pemerintahan 1 Ruang Baik

6. | Ruang Tamu 1 Ruing Baik

7. | Ruang Rapat | /' Rusng Baik

8. | Ruang Arsip 2 Rusng Baik

9. | Tailet 3 Ruang Rusak
10. | Dapur 1 Ruang Kurang Baik
11. | Area Parkir 1 Lokasi Kurang Baik
12. | Geduang Serba Guna 1 Unit Rusak
13. | Gudang L } Ruang BRaik

" Sumber : Kantor Kecamdatan Sungai Raya 2008
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Gambar 4.]. Bagan Stuktur Orgaisasi Kecamsian Sungai Raya Kabupalen

Bengknyang
|
CAMAT
SUNGAJ RAY A ‘
]
l |
SEKRETARTS SENSI PEMFRINTAHAN | | STRSIPEMBANGUNAN SEKSI
el el DAN PEREX ONOMIAN KESETAHTERAAN

KECAMA EEMAEY ARAKATAN SOBIAL

Sumber : Kanior Kecamatar Sungoi Raya 2008

E. Implementasl Pelyysnan Bidang Kepeaduduban

Perspektif manajemen negara moderm, pemerintahan pada hakckainys
adalah pelayansn kepada masyarait Pemerintaban tidaklak dizdakan untuk
welayani dirinya sendiri tetapi untuk melayar mesyarakat serta menciptakan
kondisi yang memungkinken setiep engguta masyarakst mengembanghen
kemampuan den kreativitaspya demi mecapai tujusn bersama Sehingga
dengen pemikiren ini pemerintsh, khususnya pemerintah daerah barus mempu
meredefinisikan kembali fungsi dmn peransn yang dimainkan orgenisasi
publiknya egar bisa’ memberi pelayanan yang optimal sesuai dengan
peradigma bare penyelcnggaraan pemerintahan

Paradigma penyelenggarsan pomerintahan telah mengalami pergeseran
dani parsdigma “rufe govermen” memjadi “good govermance, dari yang
senantiass haoys bersandarksn efuran perundangan dengan [eran pemerirtah
yang domnnan memjadi interaksi yang mpergis antara elemen pemnerintah
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dengan komponen di hor pemerintah. Good govermance dengen ide dasar
kepastion bukum, keterbuksan, akupiabilias den profesionalisme memortut
pergeseren pola pikir aparatur dari memial dilaysn menjadi  melsyani
masyarakat, Dengan diberlakukannya Undang-Undang Namar 32 tahun 2004
teniang Pemerimaben Deersh, kimnya menupakan respots positif untuk
menjedikan sistem pemerimahan di ladonpesia bisa memberikan pelayanan
terbaik dam terdel:t kepada maryaakat Hal ini dilihat dari tujuan kebijakan
otonomi yang meliputi tfjuen politis den tyjuwm adminiztratif. Tujuan
poliiknys adalsh akan mempogicikan pemnerinigh decrah schagai medivwm
pendidiken politik bagi masyarakat di togkat lokal dan secars agrepar akan
berkontribusi pada pendidikan politik sccars nasional ‘untuk mempercepat
mrwujutnya ol soclety. Sedanghan njpan  administrasinya akan
mempasisikan pemerimtah daerah schagai wnit pemenmahan di tingle lokal
yang berfungsi untuk memyediakan pelayanan masymrakat secarn efektif,
efirien den ekonomis

Penyelenggarsan pemerintah memiliki beberapa fungzi utama, notars
lain Fngsi regulasi (pengatoran), fungsi mediasi, fungsi fsilitas dan fungsi
pelaymnan publik. Salah saty fungsi utama penyelenggarsan pemerintabsn
wrscbui, yalmi. Fungsi pelayanan publik/masyarakat berkaitan erat dengan
pelaksanasn tuges-tuges umum pemenptahan dimana salah satunye adalah
Administrasi Kependudukan Olch kareng ity nmlitas pelgysnen den ketertibem
penyelengearman  Administrey  Kependudukan merupaken salah safu  sisi
menaAgrmenl pemerintaban yang perlu diperbwiki secara terus menerus,
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Kemudian diupsyalsn umiuk menyelenggarakan pembangunan
Administrasi Kependudukan yang diarshkan untuk mewwjudkan Tertib
Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Tatb Pengelolaan Data Indentitas
Kependudukan dalam rangka pelaksansan mges ocgara dalam memberikan
perlindungan hukum dan hak-hak sipil penduchuk Selanjutnys secara bertahap
dibangun dan dikembangksn berbagai kebijakan dibidang Adminicesi
Kependudukan baik perangkei lundk, perangkst keres dan peningimtan
kualitas sumber daya yang ada. Kehijaksn dan sirategi pengembangan Sistim
Admmistrasi Kependudukan pada intinys mengarsh pada pengembangan Sub
Sistem Pendaftoran Penduduk, Pescatstan Sipil dan Pengelolsan Informaai
Kependudukan, Untuk mepingkatkan pelayanan kependudikan yang efekal
menunet Julismars (2005) diperukan adanya bubungan kelembagaan - yang
bmik, dasar hukum yang jelas, dan optimalinas pelayansn administrasi
loepertuduken.

Selanjutnya dijelaskom dewgan adanys bubungan kelembagaan antar
instansi pemerintshan akzn memudshkan pelaksanasn koordinasi, terciptanya
Selain itu dengan adanya struktur organisas lambaga dan tupoksi yang jelas
ekan menciptakan ugas dan tanggungjaweh masing-masing apamt yang ada
didalsmnyn juga semalon jelas dan menghindari tumpang tindih kegatan,
yang pada akhimys organisesi begjalan tidak efektif

Demikian jugs dengen landasan bukum pelakeangan pelayanan
dithdeng kependudukan sangai dipeshukan sehagai dasar acuan proses
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administrasi kependuduksn yang berlaku sama disemua deerah secara
nasional. Sedangkan optimaliassi pelayanan diharapken para aparst depat
bekerja secara optimal mengmgat administrasi bidang  kependudukan
merupakan  data dasar yang sangat  dipefukan dalam  pelaksanasn
pembangunan.

1. Kelembagasn dan Tata Pemerintzhan Kecnmatan

Diberlakukan undang-undang pemerintahan yeng baru berimplikasi
luas pada prekirk penyclengparean pemerintahan daerah seria dimensi-
dimensi talanan kchidupan masyerakat, baik sosial, ekonomi, polikk
mavpun budaya. Dalam prakick penyelenggaman pemerintehen daerah,
misalnya dengan diberlsknlanmys Undang-undang baru,  atoritas  dan
keleluasaan pemerintah decraly untuk mengurzs dan mengatur kewenangan
kenangan dacrah maupun polensi sumber days berdasarken kepentingan
masyarakm deerah itu semdiri semskin besar. Dengan dimilikinya
keleluasaan bag) deerah ini trotama dalam menetapkan ketojakan publik,
beik kebijakan menetaphan. kelembagaan, persopal maupun keuwangan,
diharspkem dan bampir dapar dipastikan perun pemesiotab deerah akan
lebih kuat dan efelktif,

Salah satu bemuk keleluasanan dascrah untuk  menentnkmn
kebijakan tercermin dalam upaya restukturisasi organisasi, Salah satu
ofganisasi yang mengalami restrukturisasi adalah organisasi Kecamslan
berdasarken  Kepmendegri 1582004 twentang Pedoman  Ovganisas
Kecamatan, dimana Susunan dan Sgruktur Organisesi Kecamatan yang bila
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dibendingkan straktyr sebelumnya mengslami banyak sekali perubahan
beik menyangkut jumlah jabatem, kompleksiias seria pola hubungan fugas,
Demikian juga dengan orgenizasi yang mengalami restrukturisasi adalah
arganisssi Keramarsn Sungai Raya, dimans Susumen dan Struktur
Organisasi Kecamatan yang bila dibandingkan dengan struktvr organisasi
yang lama mengalami perubahen baik menyangkut jumlsh jabatan,
kompleksitas serta pola hubungan tugas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan lerkait dengan
perubahen jabamn, struktur ofganisasi yang lama di Kecamatan Sungai
Rays terdiri dari 1 orang pejabat setingkal eselan IV-a, 5-crng pejabai
sctingkat eselon V-a dm 8 pejebat setinglan eselan V-b. Sedangkan
dengan struktur yang baru Kecamatan Simgai Raya terdini dari | jabetan
setingkat eselon ITI-h dan 3 jabatan setingkat enelon TV-a.

Peruhahan tersebut jugs menjeliskan bahwa di Kecamatan Sungai
Raya menupakan Perangkat’ Daaeh yang mempunym wilayah ketja
leriznin, dipimpin olebi. scomng Camat yang berada di bawsb den
mjmkﬂwmdﬂﬁ&hemﬁsmm
mempumyai | Wgas membantu  Bupati  dalam  penyelenggaraan
Pemerinizhan, Pembangunan dan Pemhinean Kemasyarakatan dalam
wilayah Kecamatan serta melaksanakan fugas pemeriniahan lainnya yang
tidak lermasuk dalam tugas perangkat dacrsh dan atan instansi lainnya
Ubtuk menyelengpgaraken tugas pokok tersebat, Kecamatan mempamysi
fungs -
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- Pengkoordinasi penyelenggaraan pemerintahan di wilsyah Kecamatan;

- Penyelenggaraan kegimian pembinaan ideologi ncgam dan kesatuan
bangsa;

- Penyelengparaan pelayanan masyarakat;

- Pelaksmasn permberdayssn maryaraket;,

- Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan keagrarian;

- Penyelenggaraan kegiatan pembinaan penerintahan Desa;

- Pembinaan kehmahan;

- Pembinaan kewntraman dan ketertiban wilsyah;

- Pelakzanaan koordinasi operasional Unit Pelaksana Tékoms Dinss;

-  Penyelenggaram kegiatin pembinaan pembangunan dan pengembangen
partisipasi masyarakat;

- Penyusunan progmm, pembinaan admmistresi, ketamwahasn dan
rumah tangea.

Dalam menyelengparakan -fungsi sebagaimana dimaksud, Camat

mencrima pelimpahan ‘sebagimn kewenangan pemerintehen deri Bupan

yuang ditctapkan dengan Keputusan Bupati,

Berdasarkan hasil wawancars, informan jugs memyataken bahwa
dengen ‘koadia perubahan tersebut membswa implikasi menurunmya
gAirmh kerja para aparatur yang bekerja di Kecamatnn, dimans secara
psikologis terjadi perasaan kecewa dari kondisi memegang jabatan (punya
nmjangan jabatsn) menjedi seorang staf yang hanya melakssmakon tugas-
mgas yang tidak stralegis. Keadaan ini diperparsh dengan admnya
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kebijekan kepangkaten yang mengumtungkan bagi pejabat baru yang
semakin membuat msa frustasi mentan aparat Kecamalan yang
terlikuidasi, hal ini tercermin dari 21 pegawai bamysk yang mangkir ketja
dan berbagai fenomena negatif lainnya pada akhirmys ektivilas pelayanan
masyarakal belum dapat berjalan efektif

Selain itv dari sisi pola bubvmgan tugas lerjadi perubahan dimana
Kecamatan yang dulumys meaupakan perangkatunsur dekonsentrasi
sekarang menjadi perangkal daerah yang tugasnys menjalankan kegiaian
yang merupakan pelimpahan sebagian wewenang Bupsti, dimana dengan
yang semyatanys ads namun dios lein hgan reebut masih berada dalam
lingkup kewenangan Bupati ysng masih belum didelegaaikan.

Hal Join mengenai pola hubsumigan. ini jugs dapat dilihet dari
perubshan siruktur organisasi Kecamaten, dari yeng duhmya lengsung
membawabi desa-desa dimans aranys kepala desn bertanggung jawab
kepada Camet, namun‘dengan perubahan organisasi Kepala Desa tidak
bertanggung jawsb sccara langsung kepada Camat, hubungan hanys
berzifat koordingtiff tidak hierarkis. Sehingga dengan kondisi tersebut
yang terjadi adalah fungsi pemerintah Kecamatan yang semakin tidak
optimal,” dimana implikasinya eparatur Kecamsatan sepertinya enggan
urtuk mengadakan ataupun melakuken kegiaten inovatif dan cendenng
harrya melaksanakan tugas-tugas ratin.
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Kemudian dari sisi formalisasi, berdasarkan hasil observasi
perubahan organisasi membaws implikasi kepada perubahan tugas dam
tanggung jawab yang secars farmel diemban para pejabat dalam lingkup
Kecamatan, dimang dalam hal ini didapali tugas yang tumpeng tindih
ataupun tugas yang belum jelas sehinggs banyek didapati pejabst yang
tidak tahu &pa yang ham dikerjakan atan karena memang tidak ada ymg
dikerjakan.

2. Dasar Hukom Bldang Kependudukan

Pelayanan dibidang kependudukan dipoiuken adanys payung
hukurn baik berupa peraturan-peraturan maupun penmdang-undsngzn agar
pelakwsnasnnys dapat berjalan secara  efelmf. Berbagai  peraturan
penmdeng-undangan yang dipergunakan schegai landasan huknm dalam
rangka penyelenggaramn Administrasi Kependuduken den Catatan Sipi)
aniara lain:

a Undangundang No. 2. Tamin 1958, lentang Kewarganegaraan
Repuhlik Indonesia sebagnimans rlsh diuhah dengan Undang-undang
No. 3 Tabun 1976 temang perubahan pasal 18 Undang-undang Na. 62
pasal Tahtn 1 958

b. Undeig-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pevkewinan.

c:. Undang-mdang No. 9 Tahun 1992, tentang Keimigransn,

d Kepunrem Presiden Republik Indonesia No. 88 Talun 2004, tenitang

Utk  mewwjodion  pengembmngan  sistem  adminisirasi
kependudukan yang handal das responsive terhadep  berbagai
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perkembangan masyerakat, maka mesih diperiukan edamya langich.
lngkah kebijakn  yang  straiegis. Dualam upaya pembangunan
kesejahmernan rakyst, pemerioiah menempuh strategi lintas bidang
didagarken pada perumusan kebijakan kependwdukan yang dierehken
untuk pengendalizn kuaotitas, penicgkatan kualites serta pengarshan
mobilitas sesusi hasil pengelolaan Administrasi dan Informasi
Kependudukan  sebagai  sarmna  pepunjacg  perumusan  kehijskan
kependudukan  Kebijakan pembangunan yang mengebaikan atau
memarginalkan kependudukan aksn mengelibatian perubahen strulduer
penduduk yang berdampak balik terhadap pembangunan itn sendiri. QOleh
sebab itu perlu adanys peanehaman secarn kompretwnal  berbagm
fenomena kependudukan dap dinamikanys didalam proscs pembanguman,
Perumusan kebijakan kependuduken fentnyn disesvaikan dengan potensi
dan kebutuhan pengembangan daerah dalam memperhitungkan fakior
kependudukan. i bidang - Administresi Kependuduken sasarannya
ditujukan uptuk membéngun Sistem Administrasi Kependudukan sebagai
sarang peayedia dam dan informasi kependudukan yang diperoleh melalui
pendaftaran penduduk dan pencataten sipil.

Berdasarkan hasil wawencara dengan informan menyatakan
bahwe, walsupun dasar hukum bidang kependudukan telsh ada, namun
untuk pelaksansannys belum dilengkapi dengan kehijakem-kebijalan atay
peranmran daersh yang bersifil operasional. Kebijakankebijakan yang

operesional sangat diperiukan oleh institusi seperti kantor Kecamatan
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karens Kecamamn merupakan salsh satu instutusi penyedia date dan
informasi kependudukan, Pelaksanaan administresi kependudukan yang
scsusi deagan perwtwran dm penundangan-undangm ymg ads di
Kecamatan Sungni Raya belurn dape berjalan secara efektif.

Hal ini disebabkan karena selain belum adanya kebijaken-
kebijakan yang roengatur secara operasional, juga masalah administrasi
kepencudukan masih dirssakan umpah tindih, tidak ade keterkaitan dalam
administrasi antara keberadam pendoduk dengan ketnruhan Jmn, Masing-
masing institusi masih mementingkan kepentingan sekioralnya dari pada
lebih memperhatikan kepentingan bersama secara koordinatif, Schbegai
coutoh koukril saja, kita dapat merasakan data pencataian perkawinan bagi
yang beragama lslam, berhenti di KUA hanya sebagai leporan daty ke
Depariemen Agama Sedangkan Kecarnatan di wilayah yeng sama tidak
memiliki akves dan tfidak memperolch data sama sekmli dari KUA.
Schingga fungsi Kantor Kegamptan seolah-olah henys borlaku bagi
masyarskmt ymng buoken beragama Idlam Demikisn puls masalsh
pereeraian yang diputus baik oleh Pengadilan Agama (bagi yang beragama
Islam) maupun Pengadilen Negeri (bagi yang berapama lain). Data dari
kedua pengpdilan tersebut tidak ditransfer secars olomatn ke Kecamatan
Oleh karenanyn edalah wajar kalan data dari dinay kependudukan dengen
BPS tidak selalu sama Pada hal untuk membangun sistern admini strasi
kependudukan diperiukan komitmen dan kerjassma antara instansi terkai

diserua tingkatan dalam kerangkn membangun data besia, yeng berasal
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dari berbagai ingtansi secars terintegrasi. Dalam kaitsn suaty muam dats
basis perlu didukamg peran seta masyarakat dengan barbagai institusi.

Upaya pembengunan Sistemn Administrani Kependhadukan saat ini
merupakan krbutuhan yang sudsh sangal meodessk terutams untuk
memenubi  hak  penduduk  dan  pedindungan  somal | melalw
penyclenggaman pelayanan yang yang trasparan, tertib, ada kepastian
hukum, memuaskan serta lerjangkau oleh masyarakat Untuk itu
dipofukan landasan hukuro untuk  penyelenggeraan  Adminiytrasi
Kependudukan yang lebih kompechensif karens pade kenvetammys meaih
ada bebernpe peraturan-perduran lame yang masih beriakis Sebegai vpoya
mempercepat kesadaran dan peran serta masyaraksl, selan melalui
perstuaran perundangundangzn perfu pula dikembengkan kemudahan
yang mampu mendorong  poubshan o perilaku  masyarakat  sepert
kemudahan kepada kelompok masyarakal yang kurang mampu.

Hal tersebad juga ditcgeskan olch oleb informan babwa, 4
Knnumamn.SmgaiRmmasih bamyak masyeraked yang bdak
melaporkan/ mengunis perubaban jumleh kelusargs etaupun masalab-
masalah keadaan keluarga lainnys yang berkaitan dengan kependudukan,
karena hal lersebut dipengaruhi oleh sosial ekopomi masysrakat yang
bersangkutan. Masyarakat Kecamaten Sungai Rays terdiri dari berbegai
macam lapisan sosial yang hidup dan memyebar di dess-desa Keoadasn
sosial yang menanjol yang membedakan mesyarakat di Kecamatan Sungei
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ini merupaken salah satu penycbeb readahnys partisipesi masyaraket
dalam pembangunan administrasi di bidang kependudukan, yang pada
akhimya penyediaan informasi dats kependudukan belum depet bexjalen
efikrif sesuai dengan peratursan den penmdangan yang ada

3. Optimalirasi Pelayanan Adminivirasi Kepesdndukan

Dalam Sistem Administrasi Kependudukan terdapat tiga komponen
yang saling terkait den berzifat komplementry. Ketiga komponen tersebut
adalah pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dem pengolahan informasi.
Dari operasional ketign komponsn terscbut selanjirinya lerjabarkan sebagai
aktivitas pelayanan kepada measyaraknt dem institusi eriail.

Pendaftaran penduduk seperti diketahoi menupaksm sarana umiuk
membangun bagis data den menerbitiam indentilas bagi setiep penduduk
dewass dengan mencanturmkan Homwor Induk Kependudukan (NIK)
sehaga) indentitas tunggal. Dari kegistan pendafiraran penduduk ini lebih
lanjut diterbitkan tiga dolumen yaitu Biodata Penduduk, Kartu Keluargn
(KK), Karm Tands, Penduduk (KTP) dmn Suret Keterangan
Kependudukan. . Sedsnghen pepcatatan Sipil merupakan sarans untuk
mencatat peristiva penting ymg dialami penduduk dan perlu dilegalisi
oleh Negara melalni penerbian dokumen yang sah meoung hukum dalam
bentuk ekta calaian sipil. Beberapa peristiwa penting ysng hares
seperti akta kelahiran, akta kematien, gkta perkawinan, skia perceraian dan
akta pengakuan/pengznglutan/ pengesahan anak.
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Komponen tecrekhir dari  kegiatan sistem  administrasi
krpendudulom adalah pengelolasn dma hasil pendafiaren penduduk dan
pencalaian sipil melahd suatu media am alal yang akan menjadikermya
sebagail informasi lentang keadaan penduduk dan perkembengamays dari
wakiu ke waktu. Oleh karena itu oulputnye informau (data), maka
komponen ini sering disebut jugs schegai pengelolzan informasi.
Maksudnya kegiatan tersebut dalam aktivitas pelayanan karena berfungsi
melayani permintaan data. Perkembmgan penduduk den berbagai institusi
{lembaga) pemerintah maupuo swasta Agar pelayanan adminisrasi
kependudukan tersebut dapal berjalan secars optimal sesuai dengan
ketentuan yang ada, maks diperjukan kessdaran masysmakat dan juga pars
aparat yang berada di instansi-instansi terkan  dengan  bidang
kependudukan, Sistem administrasi kependudukan yang telah direnceng
jika tanpa adanya dukungan magyarekst dan instansi terkait maka sistem
tersebut tidak bisa berjalan dengan efekril.

Berdasarkan pengamatan den hasil wewencara terhadap beberapa
informan, masalsh yang ada lentang dokumen kependudukan yang
dimitiki stmpin yang dnous oleh masysmkal adnlsh masih rendahmya
kesadaran masyaraknt untuk melengkepi diri dan keluarganya dengan
dokumen kependududan sebagal dolumen yeng ssh dan mercka bar
berusahs mencari aiu mengums dokumen kependudukan bila ada
keperfusn tertemtu  Mengingst tingkst pendidiken masysrakat masih
rendah akan berpengaruh terhadap kesaderan mereka untuk melenghapi
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dif dan keluarganya dengan dokumen kependudukan. Selanjuinyn juga
dijelaskan olch informan bahwa mereka tidak memahami aken pentingnyn
dokumen kependudukan yang hares dimiliki scbagai warga negara,
Mereka hanya mengetehui behwa dokumen kependudukan hanya
diperlukan jiks mereka akan berurusan dengan pihak pemerinzah, namun
jika mereka tidak akzn berurusan btenhunys dukumen lersetrd tidak ada
gunahyn. Scbagei contoh masih ada masyarakat yang ddak segers
mengurus KTP nya yang (elah babis mass barlainmys dan mercka akmn
berusaha mengurusnys lagi jike nant KTP toscba skan dipergunaken
umuk berurusen dengan aparat elau instansi  yEmg mengharuskan/
mensyaraikan menggumaksn K TP yang masenys mash beriaku

Mesalsh lain yang masih tering timbul @& masyaralon yaitu
berkaitan dengan persyamtan penggunsan K TP pada akivitas masyamkal,
masih ditemukan adanye kcbijakan deri instansi ieknis tertentu yang
menyarankan/ mengyaratkan sesegrung untuk melengkapi K TP dari tempat
terjadinya trensak=i, padahal yang bersenglorten telah memilili KTP di
tempat asal staudi tempat yang baru. Kebijakan yang demikian tentu saja
mendorong innik adanys KTP ganda Keadean yang demikian ini eeradi
menuerut informan disebabkan (i Kabupalen Bengkayang keteniuen yang
mengmhar tentang pengawesan iertib administrasi kependuduken untuk
mencegah kepemilikan KTP ganda baik untuk urusan pemnerimah maupun
kepentingan lainnys, kavena KTP mengamn asas domisili. Dissmping itu
emu perlo disdekan koordinesi dengan instansi terkait umiuk lebih
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memahami keteatusn Permtuarsn  Perundeng-Undangan di  Bidang

Pemahaman phak-phak torkail aken persturan  perundang-
undangan yang berlmitan dengan bidang kependudukan kerenn adanys
keterlibatem  pihak Jain misalnys dalam proses skis perkawinan,
pengangkntan anak dan lainnys Terhadap masalah mi maka  heruy
diupayakan mengikuisertakan para tokoh masyarakat terkmit untuk
mengikuti bimbingan teknis administrasi kependudukon, agar pelayanan

Usahs untuk mengoptimelkan pelayanan dibidang kependuchukam
maka proses pembustan dokumen kependuduken menggunakan harus
didukung dengan  sarna compiter yang meomadai  dalem  arti
menggunakan program-program khusus yang diperlukan dalam sistem
adminigtrasi kependudukan, Tekmologi informasi yang harus digunakan
lerseb dimaksudken wumink -membantu  kelancaren pelaksanaan tugas
gparat yang menangam secarda langsung bidang kependuduksm Naroun
teknologi informas t=rsebut jika tidak didukung dengan adanye sumber
mengoptimplian pelayanan peda masysraka

Hal =rsetn juga dinyatakan oleh mforman bahwa di Kecamaran
Sumgni Raya sering terjadi ketidak lancaran pelaksanaan pelayanan bidang
kependuduken dilkerenakun sarana komputer yang tidak memedai, aparat
yang menangimi secars langmmg jumlsh dan kemampuannys masih
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terbatas, maks tetkadang lajadinya perubahim ketentizm  blanko
kependuduken tidak diikwi dengan pemyesusian program  (Setting
program}. Hal tersebut ienfu menjadi hamhaum kelancaran pelaksanasn
tugas pelaysnan bidang kependkiukan. Terhadap masalsh tersebut sering
dittmpuh kebijakan mengkombinasikan blanke lama dan yang baru, hal
ini disebabkan Anggaran Daersh yang disediskan terbatas, make belum
mampu melaksanakan peleyanan bidang kependudukan dengan optimal,

F. Implementas] Prinsip-prinsip Gead Gowrnance

Prinsip-prinsip pengelolaan peowvinmhen ymng baik atan  good
governance peoting diterapkan ditataran pemenintahan Kecamaten khusasnya
di Kecamatan Sunga Rays Kabupatrn Benglaynng dalamn pelakeanasn togas
keseharian sehagai aparsior pemerintah dacral. Sebagm sparal pemeriatah di
Kecamatan make salsh sam tigas pokok ‘dan fungsi (Tupoksi) yang
diserahkan oleh pemerintah kabupaten-yaitu pelaysnan bidang kependuduksmn.

Prinsip-prinsip good governgnce aiau pengelolaan pemerintahan yang
baik harus dilaksanaken semaksimal mungkin oleh semua aparat Kecamatan,
karens memang hal ierselit sudah merupaken funtutan mesyarakat sasl imi.
Sejumlah pringip-prinsip good govermance yang harus dilaksanakan ialah
supremasi. hpkum yaitn proses penyelenggaraan pemerintahan selalu
menjunjung tinggi harkm dan martabat buloum dalam proses penyelenggaraan
pemerimahan, kemammsiesn yaitn proses pemerintphan selalu menjuriung
pemerimahan, keadilan yaitn proses penyelengparaan pemerintshan selaln
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menyadari bahwa hak dan kewajiban harus dapat displikesikan secara adil
atan seimbang, demokoatis yaitu dalam proses penyelenggarsan pemerintahan
selalu memperhatikan aspiramn yang bersifal boitomr wp dun bukam 1op down,
schingga aspirasi masyarakal memacd hal penting untuk drperharken dan
dilaksanakan dalam proses penyelenggamaan pemerimtahan, partisipasi ymitu
dalam proses penyelenggersan pemerintahen harus selalu ada sinerjisitas
aniara mﬂsymnkntdengan pernoriniah. Trensparansi yaitn adanys keterbukaan
dalam proses penyelenggaman pemenintehan. Akumiebilitas yaitu dalam
proses penyelenggaraan pemnerimishan selaln membangun keterbukasn dan
tanggung jawab kepada masyarekal terhadap pelaksanaan kebijakan, memiliki
komitmen degentralicasi yaitu dalam proses penyelenggargan pemerintahan
hendaknye memiliki komitmen atau iekad wruk melaksenakan paradigma
baru paneainahan dengan prinsip good governaace dalam wilayah sistem
desentralicasi, efektif dan efisien yaitn dalam proses penyelenggaraan
pemerinmhan dapat dilaksanakan sesudl rencena dan menggunaken biayn yng
serendah mungkin. '

Berdasarkan fakta <un data yeng diperoleh penelit di lapangan
mengenal peneypem mpleewentasi pelsyanan dalam bidang kependudulom
berdasarkan . primsip-prinsip good govermance di pemerintahem Kecamatan
Simgai Raya Kabupaten Bengkayang, maka dapat dipaparkan hal-hal scbagsi
berilan :
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1. Sopremasi Hukum
Supremasi hukum yaitu proses penyelenggaraan pemeriniahan
selalu menjunjung tinggi harket dan martabat hukum dalam pEcecs
penyelenggarpan pemeriaishan Hukum yang berlaku dan harus dijunjung
tinggi adalah aturan-aturan yang telah dilelaplem  dalam  proses
penyelenggaraan penerintahan. Patuh werhadap ahrran yang berfaku berarti
teleh melakssnaken schagian dari prinsip good gowernance, tetapi
sehaliknya mengabaikan priosip supremasi hukum bererti sebagian deri
prinsip pengelolasm pemerintahan yang baik telah disbaikan
Berdaserkon hatil wawancara dengan  sgjumilah  infonman
menymskan bahwa aparst Kecamalan belum sepenihnya memjalenken
tugas yumg diembannya sesusi dangan ketentuan-ketentuan yang berlaku
Hal ini disehabm selsin masih kurangnya pembinean kesadaran hulmm
bagi pars aparat maupun masvarakmr itu sendini. Kondisi ini diperkouat
bahwa masih banyak masysrakai ftcrharep serrus urusan dengan jalan
pintas den tidak ingin adanya pemberlakuan melomisme yang dimilai
masyeralonl  bertele-tele, hal ini terjadi juga dischabimpn kuengnys
keteladanan aparal Kecamaian yang sering membuat sulit segala urusan
yang semestinys mudah dan mempercepat segala urasan yang sernestinya
tidak bisa dipercepet, sebab segala bentuk pengurusan harus melaln proses
Sclanjutmya juga dijeleskan oleh informan bahwa apamt

Kecamatan Sungai Rays dalam melaksanakan tugas pokok dan fimgsinys
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olech masyarskat sudah optimal, nemoun uwrduk biss memuaskan semua
cleroen publik yang berurpssn masih pechu wakty, Dengan beterbukean
semangat optimiwne, supremasi bukum dalam hal kepengurusan KK, KTP
dmn AK, dan dalam hal kcpengurusan lainmys secaru periahan bisa
diimplementasikan di Kecamatan Sungai Rays

Perspektif onitis, bahwa tdak menghomnkan kalau suatu institusi
pipu unil kerja yang memiliki legiimasi dari dan untuk pegara, dalam
peoerepan konsep terbaru yailn membangun budays bukum yang sportif
selalu mengalami kendala Semus kendala wrsebut ada hérapen wituk bisa
diatasi sepanjang aperat tzrkeit memberikan keteladenen yang mapan serta
magyarskat membenkes dukungan demi kepentingan dan hyjuan yapg
sema yaitu menjunjung tnggi harka! dan marabet bukum. Dengan
demikian ads harmapan supremesi bukum ditegakkan karene dukungan
masyarakat yang peduli terhadan legalitas dan spint bukum imtuk semakan
hari s=makin mepunjukkan pencerahan

Kesnadaran aparai karens bebagai perubahan dan perbaikan nasib
mereka dan masa depennya semakin mepembah nmalitas optionsme bahwa
prinsip good gowernamce pada aspek supremssi hukum kedepan biss
diimplementasikan karena berjalan depgan baik hal ini didasari oleh
adanyn pembinsasn den komitmen semua pihak tenutama aparet kabupaten

dan pucuk pimpinan serta elite-clite lokal di Kecamatan Songai Rays
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untuk selaly mengadakar gerskan perubshan memiu gerbang supremasi
hukum yang menjadi salab satu cite-cita reformasi.
2. Keadilan

Prinsip pencgakan perperiniahan yang baik salsh satimys edalah
keadilan. Keadilen adalab proses penyelenggaraan pemerintahan yang
selalu menyadari babwa hak dan kewajiben harus depar diaplikasikan
secars adil atan seimbang Pringip imi sudah menjadi tunnstem masyarsbeat
saal ini sempai pads tataran pemetimahan kabupaten/ kots dan pada
tingkai yang terendsh yaitu pemerintahan Kecamatan dan Desa

Hal ini penting karena sering kebuntuan suat kebijakan tanpa bisa
displikagikan, karena adanya salah satu pihak yanp owrizai keuntmgan
namun di pihek lein justru menjadi korban Hal dan kewsjiban kurang
diperhatikan sehingga berdampak terhadap melemabnya sikap loyalitas
dan dedikeai bagi staef lerhadap pimpinsn, pelayanan prima scring
diaheiksn dan legiimaci serfs ~kepatuhen publik terbadap intitusi
pemerimahan ity endini menjad: melemah.

QOleh karene iti geraken tunhutan masyarakat yang ditangkap secara
proaktif pemerimtahan di setiap sckior yaitu adanys prinsip pengelolasan
pemerintaban yang baik atiu good governance menjadi suatu acusn bagi
pemerimahan yang berwawasan jauh kedepan. Dengan demikian cukup
menjadi alasan di Kecamatan Sungai Raya Kalnpaten Bengkayung dalam
melaksanakan tupoksinys sangal periu mengimplementasikan pringip
keadilan.
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Bexdasurken hasil wawuncara dengan informan menryataksn bahwa
aparaiuwr peperintsh Kecamatan Sungai Reya dalepm melak=anakan tugas
dan kewnjibanpys yang bakaitan dengan wusan pelaysnan bidang
kependudukan bisa dinilei cukup adil. Kategori adil yang berhubungan
dengan pelaysman bidang kependuduian tersebut adalab sebaga berikus :
a Adil dalem Pelaysnan

Aparster pemeriniah Kecamalen Sungsi Raya dalam urusan penerbitan
KK, KTP den AK dalem memberikan pelayenan kepsda mecyarakot
menurut keterangan informan sudah cukup adil artinys Gdak ada kesan
membeda-medakan amara saty dengan lainnya, sera dipendang sams
dan dilayani secam profesional dan diberi kemudshen seoptimal
mungkin.
b. Adil dalam Penetapan Biaya

Dalam menetapkan bisya dalam pengurusan KK, KTP dan AK,
masyarakal menila bahwes sparetr pemerintah Kecamalan Sungai
Reya tidek meninggikan dan tidek merendshkan zextn tidek
memberlakukan setisp orang atan kelompok secam berbeda, artinya
sesuni ketentusn yang telah ditetapkan

Memperhatkan dsn menganalisis informasi dan informan tersebut
digins maka konsep dan prinsip peagelolasn pemerintahan yang bak atan
mungiin ada beberapa masyarakat yang masih menilai panberiakuan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



12/40762.pdf

80

prinsip keadilan hanya terbatas pada wsn KK, KTP dan AK saja, namun
dalam vrusan yang lain boleh jadi malah sebalikomya

3. Demokratizsasi

Sizi penting pringip pengelolasn pernerintahen yang baik adalah
denokratisasi. Demokratisasi yaitu dalam proses penyelenggaman
pemerinthan selaly memperhatikan aspiresi yang bersifm boftom up dan
buken tap down, schingpa aspirasi masywrske! atau stal menjadi hal
parting uniuk diperhatikan dan dilaksanaken dalmm proses penyelenggarasn
pemerintshan

Semangat demokrasi melalui berbagar momentum sangat perlu
dibangun. Kekuaian dan kelemahan suatu institusi sesungguhnya banyak
terletak pada kekvatan membangun demokratisasi. Pemerintahan terendah
masyamakat yimg dipimpinnya selatu memperhatikan suarm dan espirasi
dari bawsh yaitu staf dan imasyamket yang dipimpinnya.

Memperhatiksn hadil wawancara dengan informan  Lemtang
implementasi - konsep good govermance dalam mermbengun prinsip
dempkratisasi di Kecamatan Sungai Rays Kabupeten Benglmysng maks
dapét dijelssian hahwa saran dan pendapat dari masyarakat telsh banyak
dilek semalen oleh pemerintah Kecamatan sepanjang saran dan pendapat
tersebaxt dinilai objektif dan msicnal. Detn ini dissmpaiken oleh staf
Kecamatan Sungai Rays yang keseherisomyn selalu bersama Cemat dalam

memberikan pelaymman kepada masysrakst Hal ini dilakokan oleh seorang
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Camal sebagai krpala wilaysh Kocamalen karens melibal dan espek
legalitas dan profesionalitas sal yang dinilsinya cukup bise dipercaya
Selain itu boleh jadi karena Camat berharap saran-saran den pendapat
yang datang dari masyarakat maka aparat Kecarpatan harus bisa menyortir
saran apa saja yang harus didabuluken sehinggs bisa segemn untuk ditindak
lanjuti. Dengan demikian aktivitas den kreativims pemerintahan
Kecamatan dalam fungvinys memberikan pelayansn terhaik kepada
masyarakat dapet lerus dilaksanakan

Saran dan pendapat masyarakat yang masuk diterima dan dipelajan
lerlebih dahulu oleh Cemat tetapi tdak selalu melaksanekannyn Semun
saran yang masuk aken diterima den dipelajari oleh Camm, sehingps
(Camat sebagal pimpinan Kecamatan bisa ‘membahas saran tersebart
bersama staf mengenai saren dan usulan’ dari masyarkat tersebut, apakeh
saran tersebut cendenmg tideak objektif atankah tidak rasional, makn
sebagni seorang Camet sering. tidek mengindahkannya Ukuran objekiil
mmwsmpﬂawﬁmﬁmWMmm
bisa dilaksanaken, kaléu mermmgkinkan untuk dilaksanakan dengan
mempertimbangkan berbagai aspek dan dempak yang ditimbulkenmya
schingen. saran ataupun usulan dari masysraksat tersebut kemungkinan
besar dilerima tetapi kalan saran dan usulan ifu dinilai tidak mungkin biss
dilaksanakom atsu sulit untuk melaksanakannys maka kemungiinan besar
seren dan usulen tersetrt ditolak. Komunikesi dalam ranghs penolaken
terhadap sgren dan usulan bisa dilakukan dengan mengguoaken
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komunikasi surat dan terkadang juga kepada yang bersmgkutin (yang
memberi saran) dipanggil menghadap pimpiman umuk  menerime
penjelasan giay penolakennya
4. Partisipasi dalam bidang pemerintahan

Partisipasi vaitu dalam proses penyelenggarasn pemerintahan
selalu ada sinevjisitas atau kerjasama entar masyaraket dengan pemerimah
den amler pemerimtah dengan stafnya den staf dengean staf serla antar
masyamakat dengan masyarakat. Salsh satu bentuk prinsip pengelolaan
pemerimahan yang baik atau good gowermance adalah lerbinanys
partisipasi akiif dari semus unsur terkait tethadap- permasalahan
pemerintahan yang dilaksanakan di Kecametan Sungai Kaya Kabuparen
Bengknyang. Bendasarkan hasil wawaicars dengan  informan
menunjukken behwa proses partisipasi yang lerfjadi di pemerintahan dan
masyarakal Kecamatsn Sungai Raya, baik Camat maupun staf Kecamatan
lainnya dengan masyarakat #sinu pihak swasta lelah lerjalin dengan baik
sclama tiga tahun terakhir ini. Peamasalshan yung lerjadi di lingkungan
melaknkan ‘tindeksn bersama antarm pemerintah dengan masysmaket
sehinggs sesulit apapum persoalan yang dihadapi selalu ada solusi.
antara pihak pemerimzh dengan masyaraknt Kecamatsn Sungai Rays
masih terikat dengan garis ketununan yang same atau familiar. Dengan

demikian prograin kerja pemerinish sebehrm dilakcanakem harms terlebih
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dabulu memints persetujuan dari pihek swasts atan masyaraks yang
mengangkut petsoalan imernal,

Karena budaya yang melekat yaitu pembetian spint terhadap
keluargs siapapun yang Gmpil scbagai pimpinan masih kot dipelihara
oleh masyarakat Kecamatan Sungai Raya Hal ind memjadi modal dasar
bagi pimpinan umuk membins partisipasi dalam membangun Kecamatan
Supgai Raya kedepen yang lebib baik.

Pertisipasi yang jugs penting dihins adaleh partigipasi antara atasan
dengan bewehan, karena menyangkut implementasi propram yang
dilaksanaksn Program yang direncanakan ekan mudsh terakrana jika
gineTyisitas Arfars siasan dan bewehan etau amare pimpinan dengan
gtafnys. Salah sain sisi perting pengelolaan pemerintchan yang baik
adalah membina kevjasama mmau pertisipasi antara stasan dan bawehan
demi mencagal susth ojumm yang diharpksn bersama.

Berdasarken penjelassn informes  ketika diwawancarai bahwa
pamisipesi yang dilakukan oleh pemerimab Kecamatsn Sungai Raya
Kabupaten Bengkayang yaitu partisipasi yang bertujmm mwnumjang
kelancarsn propram pemerimah Kecamatan. Misalnya partisipasi dalam
peleyanan masyerakan bidang kependudukan Magyarakat berurusan
langsung dengan staf Kecamatin, sedangkan Camat sebagai pimpinen
hanya mengawasi dan sckaligns membububkan tanda tangan den sudah

memsa percays betul kepada staf yang mengurusi tugas tersebut. Dengan
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demikian ade kepuasan antare atasan dan bawshsn atan amar pimpinen
dan stal ymng diberi tugas dan wewenang mengurnisi wusan bidang
kependudukan. Namun demikian masih ade beberaps stal yang kanng
bespartinipasi akrif dalam pelayanan masyarakai karena tidak sepsham
devngan kepemimpinan Cemat, dan mereka bersedia melayani dengen baik
jika masyarakat memberikan imbalen.

Partisipasi antars stal dengan stal atan artara kasi yong satu dengan
kasi ymg lammya dalam lingkup institusi perlu dibina dengan baik.
Melemahnys kualitas partigipns merupakan suatu indikasi rapulmys
kekuatan sugtu institusi, Partisipasi antare staf dengan staf di Kecamatan
Sungai Raya berdasarkan jawaban informan merupakan partisipasi yang
sifatnyn pasif, Sf pada sekui yang satu dengan seksi yang lein sering
tidak perculi, seoish-olsh bukan institusi dalam sarn bingkai yang saling
menguatkan. Hal ini boleh jadi karena keterbaiasan pembinamn yang
diberikan k@i amn Camat’ sehégai piminan Kecamaten atan kerena
memang waisk dan karakter staf yang ada di Kecamatan Sungai Raya
govermance antars lnin periu menghidupkan sinerjitas, kerjasama atau
partisipasi dalarn mewujudkan tejusn inshtusi yang teleh ditetapkan haros
tetap dikedrpunksn dari segals kepentingen pribadi dan kelompok apapun,

Dari urutsn yung teleb dijelaskan di atas, maka partisipasi sebagai
salab sav pilar pelaksanaan pemeriowban yang berprinsip good
povernamce di Kecanatan Sungai Reys Kabupeten Bengkayang dapal
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dikntakan bahwa Sudah mengarah kepeds fontep dan prinsip dalam
konteks jrmplementasi. Nemun dalam beberapa bal yang berkensan dengan
partisipasi masih perfu diberikan pembinasn tentang manajcrmen
pemerintahan yang berprinsip good governance tersebut.

5. Trausparansi

demilian ada kepussan emtara atasan dan bewshsn atay antars pimpinen
dan staf yang diberi tugas dan wewenang mengnrud urusan bidang
kependudukan Nemun denviidan masib’ ads beberapa sinf yang kurang
berpartisipasi aktif dalam pelayanan mesynrakat karena tidak sepaham
dengan kepemnimpinan Cemat, dan mereka bersedin melayani dengem baik
jiks masyambat memberikan imbalan.

Partisipesi antars staf dengan ataf alag antara kesi yang satu dengan
kasi yong laindys dalam lingloop instited pertu dibioa dengan baik.
Melemahnys kuslitss partisipas merupaken suat indikasi rapuhnys
Sungai Raya berdasarkan jawaban informsn merupakan partisipasi ysog
sifatya pasif. Staf pada seksi yang satu dengan seksi yeng lain sering
tidak perduli, scolah-olsh bukan institusi datam saim hingkai yang sating
mengualkan Hal iomi boleh jadi karena keterbatasan perobinesn yeng
diberikan kesi atsu Camal sebagai piminan Kecamatsn ateuw karena
memang watak den karekter saf yang ada di Kecamatan Sungai Raya
Dalam komeks membangun pertisipasi, meka implemenmsi good
governance anters lain perlu menghidupkan sinegitas, kerjasema atau
partisipasi dalem mewujudkan tujuan institusi yang telah ditetapkan harus
tetap dikedepankan dari segala kepentingsn pribedi dsa kelompok spapun.

Dari urutan yang telah dijelaskom di sas, maka partisipasi sebagai
salah satu pilar pelaksanaan pemecrintahan yang berprinitp good
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Staf Kecematsn adalah pembantu tugas Camat dalam berbagai
urusan. Pera staf terscbutlah yang berhadapan lsngamg dengan
masyarakat yang memerinokan pelayanan. Kinerja aparatur Kecamnatan
tercermin bagaimana staf memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
dilayani. Masyarakst lems memberikan penilaian dari semua aspek,
termasukish bagaimana sikep pam aparal Kecamatan dalem urusan yeng
dianggap cukup besar dalam menentukan hajal hidup masyarakat yang
bertepatrn ada  keterkaitannys baik langsung menpun tdak langwung
ierhadap arusan yang dimaksud. Berdasarkan keterangan informan bahwa
dalam hal urusan yang ada kaitannys dengan kepertingan publik dirasakan
oleh masysmakm bahwe staf Camal sudah cukup terbuke, namun diakui
masih ads hal-bal yang beJum menjadi keputusin haras dirshasiakan dan
magyarakat akan diinformesikan setelefl menjadi/ berbentuk keputusan
Misalnya dalam menenmbiean biaye penguwrasan dokumen kependudukan,

Berdasarkan dsta dan analisas yang berkaitan dengan prinsip good
gmmediaﬁdﬂ;ﬂtdikﬂkmbnhm@npmeﬁntahm
Kecamatan Sungat Raya dalam mengimplementasikan prinsip (ransparansi
sudah dilaksimalsn tetapi masih perfu diringkatkan kurena benyek hal
yang kurang memberikan nilai positif terhadap kepemimpinan aparatur
pemeritkahan Kecamatan itu sendin bila dikmitan dengan kepentingan
publik. Karens masyamkat di era reformasi saat ini memerlukan sdanya
keterbukasn ysng sifstnys memberikan keuntungmm bagi semua pihak,
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baik masysraket itu sendiri merpim aparatur pernerintaban Kecamatan
schapai pelaksana

& Profmionslitss dalam bldeng pelcorjaan

Profesionalitas yaitu dalam prmees penyelenggaraan pemerintahen
selalu bekerja berdasarkan bidang keahlian, kemampuan dan pendidiken
vang dimilikinyn Beagaimana kondisi objektif aparal pemerimtahan
Kecwmatan Sungsi Rays ditinjeu dari kemampuan dan pendidikan yang
dimililinye dapet jelaskan sebagai berilout.

Jumlah aparat Kecamatan Sungai Raya sebanyak 26 orang, tingkat
pendidikan mereka rms-rata tamatan SLTA, kecuali dua orang saja
tamatan Strata 2 dan Diploma, bahkan masih ada pegawmi yang
berpendidikan Sckolah Dasas, Jika profefionalitis pegawai dinilsi dari
tingknt pendidikan yang meveds niliki; mekn secara wnum depst
dipastikan bahwa kemampuan kerjs dan krestivites serta inovasi kurang
bisa diharepkan Tumiaten dunia wknologi sekerang ini serta proses
penjenjangan karier skan mengalami kendala. Hal ini meningat persaingan
ketm uptuk oenduduld eselon maks mau tidak may harus memililg
legalitas formaal yaite pendidikzn yang memadai. Akibst melemahnys daya
sging. karena rendahnys pendidikan yang dimilild oleb sparal, tdak
menuftp kemungkinan dapat memurunkan kinerja dan mefurmurkan
profesionalites sebagai pegawai yang IETampil.

Memperhatikan jawnban informan ketikia diwawencarai babwa jika
dilihat dari tinghst pendidikan memang diekui apamt Kecamatan Sungai
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Rayn relatih relah hanya reis-rata tamatan SL.TA. Namun bila dilihel dari
krmampuan mereka dalarmn melaksanakan tugss dan tangpung jewab yang
dibebankan kepadagys maks bisa dinilai cukup profesional. Hal ini
dimungkinken kerens pengalaman kerja mereka sudeh cukup lams
ditembeh lagi pendidikan profesionalitas sering mereka ikuti. Berbagni
pelatihan, penataan dan apapun namanys namun substensi bahwa mereka
sering dididik dan rmemiliki kemampuan untuk melaksanakan rigas serta
tanggung jawab dalam melsymni masyarakat terutama dalam bideng
kependudulkan.

7. Efektivitas dalam peaytlenggarsan program kecamatan
Efektivilas ysng dimaksudkan adalsh proses penyelenggaraan
pemeriniahum dapat dilaksanakan sesuai progeam, pershiran perundeng-
undangan dan berusaha untuk mengejer targel yang (elah divetapkan dalam
program lersebut. Apa yang diprogramkan unfuk membungun wilayah
yang masih merupaken pembinaanya dapal terwnjiud sesnai rencapa.
Berdasarkan Hesil observesi dan informasi dapar dikaiekan halwe
cfektivitas peryelenggaraan pemerimahan Kecamatan Sungai Raye
Kabupaten - Bengkayang sudah mengarah kepada  pelsksanasn
pemerintahan yang berprinsip good governance. Namun masih bamyak hal
yang memeriukan perhatian dari pemeriniah kabupaten bahwa pelalwmasn
penerbiten  dokumen-dokumen kepentudukzn (KK, KTP dan AK),
ternymia kodang-kadang udak lercapai scouai dengen target yang telah
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dinetepksn  Permasalahannys bukan terletak pada lemabnye kioerja
aparstur wilayeh Kecamatan wersebut ietap lebib bersifat kasustis. Hal im
mengingat Kecamman Sungai Rays adalsh Kecamatan yang cukup jauh
dari ibukota Kabupaien dan wilayshnya cukup luas sehingga akses
pembangunan dan pemerataan kesejahteraan menjadi bagian penting untuk
disesusiln. Sebab hal ini akan berpenganih terhadep pencapaian target
pembangunan dan semangat kerja aparatur Kecamatan yang memiliki
spirit yang tinggi akan bisa menjadi melemah.

Setain  hal temebul, wmuk melaksanakan tugas  dibidang
kepenchidubnn  demgan  cfedctif  tidak  hanya berdasirkan peraturan
perundang-nndangan yang ada, namun masih diperfukan adanya dukungan
peraturan-peraturen daerah ataupam kebijakan-kebijakom lainnya sebagai
dagar hukum operasional bidsng kependudukan. Berdasarkan hasil
wawancars dengan informan dikatakan bahwa sampai sasl ini pelaksanaan
pelryanan bidang kependuduken“di Kecamsan Sungsi Raya befum
didukung oleh kebijakan—kel:;i"}aknn yang diperlukan untnk memingkathan
Pl aysnen masyeraknt, khusumnya bideng kependudukan.

8. Efsicusd

Ebskmai dalam penyelenggaraan pemerintahan ywitu dapaet
melaksanakmn program dap kelenfusn perpturen perundang-undengan
ditctaplan  sekaligus terdapm  pengirtan  dana  penyelenggamaan
pemerintahen. Mencermatj hasil wewancam dengan informan bahwa
pelaksanaon pelsysnan dibidang kependuduken sewmmi dengan prinsip
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good povermomce pada aspek efisiensi berdasarkan keterangan yang
disampaikan oleh informan adalah behun dapet wriaksans dengan baik.
Sulitnys peleksanaan pembsngunan yang melampew target yang
ditetapkan mengingat banyaknye kendala yang bersifit teknik maupun non
tekmnik berupa kondisi alam yang secara geografis satara dess dan ibukota
Kecamatan Sungay Raya jarakoys cukup janh dan sarana transporiasi juga
sangal scderhana dan terbetas, Selain itu, dalam penggunasn dana
pelaksanaan progrem kependidukan tetap mengalami kesulitan yang pada
pichimys aken membebani masyarskat dengan memungat biays pada

Oleh karena itu, prinsip pengelolsan pemeriptahan yang baik atay
good governance di Kecematan Sungei Raya Kabupeten Bengkayang dari
aspek efsiensi belum dapal lerlakaena dengan baik. Hal ini masih
memerinkan wakty yang cukip lama dan kebijaken khusus penambahan
anggaren untuk dapat diberikan kepads pemerintahan Kecematan Sungsi
Raya agar lebih leluasa dalam mengimplementasikan prinsip pengelolazn

Berdasarkaf beberapa wreian tersebul maka dap dikatakan batrws
pelayansn dalam bidang kependudukan berdasarkan prinsip-pringdp good
governmice di Kecamatan Sungsi Raya belum depat dileksanakan dengan
baik, hal ini discbablkan oleh admmya perubshan kelembagaan kecamatan
yang mempengarohi kinerjs eparst yang seharusnya pengelolasn
admipistrasi bidang kependudukan tetep memperhatikan kepentingan dan
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tujusn penyelenggarsan edministrasi kependudukan dengen mencrapkan
pringip-pringip pemerintaban yang baik. Tenaga pelaksana perfu disiapkan
memiliki kemampuan profesional yang tinggi, dedikasi, kompetensi dan
integrasi sebagai petugas pelayanan publik. Para petugns dihinderkan
menjadi pelakn birokrasi yeng kurang transparan dan sisp menerima
tuntutan ierhadap pertanggung jawaban schingga tdak menghambat
pelaksanaan sivtem ftu sendini. Selain hal ferscbut, efcktivitas pelayanan
dibideng kependucnkan behmn depal tercapai disebabken karena dasar
hukum bidang kependudukan behumn ditindek lanjuti dengan kebijakan-
kebijakan yang bersifal opersainnal dan anggaran yang tersedia behmm
disemmiken dengan kondigi masyarakat yang ads di Kahopaten
Bengkayang, serta belum optimalnye pelaksanean pelayanan yang
dipengarubi oleh partisipasi masyuraket dan sarana yang tersedia di

Kecamatan Sungai Raya

G. Fektor Yang Menghanbai Implementas) FPeayaman Bldang
Kependwdukan
Seperti yang. telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa unibak
memshami implementasi kebijekan bererti berusaha memahami apa yang
terjadi sesaidah suatu kebijalkan diberlakuken atau diramuskan, yaity peristiwe
dan kegisban yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan bekk yang
menyangkm usahs meng-administrasikannys meupun usaha uniuk
memberiken dampak tertent pads masyarakat Proses implementasi kebijakan
memang sangat komplek, ade implementast yang berbasil dan  ada
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imphementasi yang gagal serta tidak mudah untuk dapat memuaskan semua
pihak, banysk kebijakan yang telsh ditetapkan tidak berhasil bukan karens
salah fujuan, tatapi kelemahan proses implementasi kebijakan itu sendiri.
Berkaitan dengan proses implementasi, Edward [T (1980) mengatakan
bahwa ada empat fuktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan
publik yaitu pertama fakior comenmication (komunikasi), seviap kebijaken
publik harus mempunyai standar dap fujuan yang jelas den agar supaya
kebijalom publik lersebut dapet dilaksanakan dengan efekaifl maks herus
dipabami aleh implememor yang bertanggung jawab aias percapaian sumdsr
dan tujuan kebijakan tadi. Oleh karenanya standar dan twuan kebijaken agar
dapat lebih jelas dipahami baik oleh para pelaksans, kelompok sasaran
kebijakan dan pihak {sin yang berkepentingan baik langsung msupun tidak
maka kebijakan harus daper dikomunikugikan yang mencakup dimensi
transformasi, kejelasan den konsistensi, Kedua, resoswrces (sumber daya),
untuk memperiancar adminigiradi-implementasi suam kebijakan diperulan
wreedianya sumber daya Sumber daya mi dapat ierdini atas staf, informasi,
kewenangan, [asilites dan dana yang dapal memperlancar implemeniasi
kebijakam, kerena baggimanapun jelas dan konsistenmya ketemman-krtentnan
atan aturan seria akuratnyn dalam pemyampeimn suatu kebijakoan, jika para
pelaksana  yang bertanggungijawab umtuk melsksanakan kebijalown umang
mempunyai sumber daya untuk melakukan pekerjasn, malm implemented
kebnjakan tersebut juga tidak akan bisa cfektif.  Ketiga, disparition

(kecenderungan sikap), disposisi dalam implementasi ketwjakon disrtiken

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



12/40762.pdf

93

sebogai keccndenungan, keinginan pam implementor umtuk melaksanakmn
kehijakan. Parn implemenmr kebijakan tidak hapya baras mengetalmi apa
yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan wnhik  melakokan
kebijakan, tapi mereka juga harus mempunys kemauan yntuk melaksanakan
kebijakan lersebul

Van Muater & Vao Hom (1974) menjelaskan bahwa wrdepat tiga
elemen respon yang dapst mempengaruhi kemmnpuan dan  kemauan
implementor umiuk melaksanakan kebijakan (1) pengetahnan, pemshaman dan
pendalaman tethadep kebijakan, (2} erah respon implememor yain menerima,
netral atan menolak terhadap kebijskan dan (3) intensitas terhadan kebijakan,
lerbetasnya inlensitas disposisi tersebul akan memyebabkan gagalnya
implementasi kebijakan, Faktor yang memnmpengaruhi kebrijakan yang keempat
yailn buregucratic struciure (struktur birokrasi), stroktur birokrasi akan
mencaln aspek struktur organisasi, pembagian Kewenangan, hubungan antar
unit-unit organisasi ysng ada dalam organisasi dap hubungan organisas
dengan organisasi yang ada diluar organisasi. Struktur yang fmgmentasi dapat
menimbulkan kegngalan. komunikasi, karena pengambil kepuhnan akan
menemui kesalitan dalam pemberian intruksi maupen mengkoordinasi sumber
daya sehingps aken terjadi ketidak efivenan dalam implementasi kebijakan

Sudeh menjadi tuges dari  implementor wntuk mengusahakan
penerapan kebijekan dapal merealigir tujuan kebijakan Keselmruban proses
penerapan kekijaken baru dapat dirmlai jika tajuan unnm dari kebijalmn it
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sendiri telsh ditetapian, program pelaksansan telah dibuat den munber dane
telah dialokasikan untuk mencapai fujuen kebijakan.

Altivitas penerapan kebijakan menunut Merilee S. Grindle dalam Rian
Nugroha (2004) dipengaruhi oleh isi kebijakan dan kopicks implementasinya.
lde dasamya edalsh behwn setwelah kebijaken diranaformasikan, maka
implemeniasi kebjjakan dapm  dilakuken, sedangkan keberhasilannya
&imnh:hn oleh demajat implementesi dari kebijaken tersebul Selapjuinya
dijelaskan balwa i3 kebijaken akan mencakup (1) kepemingan yang
terpengarvhi oleh keebijakem, (2) manfast yang akan dihasilkan, (3) perubaban
yang diinginkan, (4) kedudukan pembuai kebijakan, (5) pelaksana program,
dan () sumber daya yang dikerahkan, Sementara ito konteks impbememasinya
skan meliputi (1) keknasaan, kepemingan den sitralegi aklor yang erlibal
dalam penerapan kebijaken, (2) kmrakier lembegs dan penguasa pada sast
pencrapan kebijakan, dan (3) kepatuhen dsn dayn langgep pars pelaksana
kebijakan

Van Mater & Van Homn (1974) mengatakan babwa ada varishel
ying mengkaitkan kebijakan den kinerja kebijakan, dimans dua variabel
merupakan variabel wiama dan empal variabel merupaken variabel tambahan
Variabel-variabel tersebut ymitu, (1) stender dan tujuen kebijakan, (2)
ketersedipan sumber daya, (3) komunikasi imem organisasi, (4) karalterigtik
agen pelakesnan (uogan suef, tingkat pengendalian secara herarki, dan
vitalitas orgenisasi), dan ($) kandivi sosial ekopomi dan politik Sumber daya
ekonomi, opini publik dan dukungan krlompok kepentingan), serta (6) sikap
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pelaksana Selanjumys dijeleskan babwa keberhasilan pelaksenasn kebijakan
akan sangnt tergantung peda sejauhmana tujuan kebijakan terealisasi dengan
terus memperhaiikan veriabe|-variahel tersebut

Setiap konsep yang diterapkan yang sifainya menyenivh kepentingan
publik maka secara pasti akan menemui berbagal kendala. Kendala itu bagien
dari penerapan konsep ymg seding dibangun Membangun konsep
pemerintahan yang baik atsu good govermonace merupakan bagian dari
kegiatan yang ingin memumculkan parsdigma baru pemcrinlaban global yang
mesti disikapi sebagai aspck penting penpelolaan pegare yang harus
diterapkan. Penerapan konscp pemerintahan yeng haik meripakan kebijakan
yang lelah ditetapkan dan hemw dilakuksn oleh semua jejsren pemerinizhan
mulai bngksl pusal sampai pemerintuhmn tingkat terendah,  ermasuk
pemeriptahan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang,

Kaonsep good governance tersebut diatas depat dimaklomi pada tataran
implementasi sejak level pusat sampai level terendsh seperti pesnerinmh
Kecamatan adalah lumrah jike pada pelaksanaannys masih terdapal hambatan
dan kesulitan umiuk melaksemakennya, Oleh karena it wmimk merealisgsikan
implementasi konsep good guvermace terselnt pada level Kecamatan
khususnys Kecamatan Sungai Raya Kabupaien Bengkayang adalah hal yang
pasti terdapat kendals yang harus diatasi oleh semua pemimpin dan jajaran
pemerintah Kecamatan Sungal Rays.

Berdasprion fenomena yang muncul dalwm konteks peneliGan ilmish

yang telah dilakwion olek penelit di lokasi yaitu pada kamior Kecematan
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Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, tergambar realitas empiris dalam
mengimplementasikan pelaymsn umum kependudukan berdasarkan prinsip-
prinsip pemerinahan yang baik atan good governance masih dipengarvhi oleh
beberape faktor antars lain ;

i. Faksor Standar Pelayanan

Standert dan tujuan dalam setiap kebrijakan publik harus
dicamtumkan dengsn jelas, karena dengan jelasnya stendar dan tujuan
kebijakan akan dengan mudah untuk melaksanakan kebijakan, Sebaliknya
pelaksansan kebijakan sering terjadi kegagalan karena tidak jelasnye apa
yang menjadi standar suatu kebijakan

Peneupan stander dapal diwujukan dalam sustu persturan, garia
petunjuk yang didalamnya telah dijelaskan kretena-kreterianya/ indikator-
indiketor umtuk kepentingan pelaksénaan kebijakan, atan dapat fugs
menggmakan pernyetaan dan | pembuet kebijakan Selanjuinya juga
dijelaskan hahwa standar kebijakan tidak banys diswsun tapi juga harus
cipahami atau dimengert dan dilaksanakan oleh pare pelaksana kebijakan
agar kebijakan yang telah divetapkan tidak mengalami kegagalan.

Pelaksanpan pelayenan bidang kependiwhikom dapat berjalan
dibuan” stndar pelaywnin tidang kependiddukan Standar pelavanan
mervpakan acugn umhuk menjmin dan menduking penyrlenggaraan
pelayenen pemetintah daerab  yeng sckaligus menpelam  bemtuk
akumiabilitas pemerintgh daerah. Standar pelayansn terscbuat bissa juga
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disebat sehagnl soanddar peleyanan minimal yang mempunyai indikator
aiay toiok winsr untuk menila keberhasilan suatu program atan kegiatan

Ukwen penilaian kinerja menwrgt Halim (2001) mempunyai
beberspa indikator - (1) Masukan, yaiw tolok ukw kineria berdasarkan
fingks besawran sumber daya yeng digunsken untuk melsksanakan
progrem, (2) Keluaran, yaiw wlok ukur kinerja bendasarkan barang dan
jasa {produk’} yang dihasilkan dari program atey kegiatan yang disesuaikan
dengan magukan yang digunaken, (3) Hesil, yaim rtolok ulwr kinegn
berdaserkan tingkat keberhasilan yang dapat dicepai program yang sidah
dilaksanaknn, (4) Manfaat, yaitu tolok ukur Kinerjo berdasarkan tingkat
kemanfastan yang dapal dirasakan sebagai nilai tambah bgi masyaraicat,
(5} Dampak, yaitu tolok uknr kinerja berdaserkas despaknys terhadep
kondisi makro yang ingin dicapai dari manfas(.

Berdasarkan pendapat omochut - maks  peloyRnan  bidang
kependuduken berhubungan - dengan wakiu yang diperjuken  wntuk
menyelesaikan - dolumen-dokuomn kepentudukan, kualitas  dokumen
kependudukan yang dibanilken, dan manfast dokumen kepemdudukan bagi
masyorakst, Berdasarkan lemsil wawancara dengan informan menyaiakan
bahwa, pelayenan bidang kependudukan di Kecamatan Sungai Raya belum
ada standar pelayanan baky yang dapai dijadikan scuan unfuk melayani
masyerakal. Schingga wakiu penytlesaian dofumen kepenaduduken yang
dikerjukan oleh pars staf Kecsmatan Nhdek ada kepastan yang tetap,
misalpya pengumsan KTP teriadeng dapal diselesaikan dalam waldu
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empel hari sampai satu minggu, namun dalam kondisi tertentu wakiu
tersebut bisa lebih lama aizu juga bisa lebih cepat Hal tevectne skan
lergantung pada kepada siapa masyarakat menyershkan urusan dukamen
lersebat, dan jugs bissanya akan (erpanrung dengan besar kecilnye biaya
wmbahan yang dibevikan olch masysrskel Standar pelayanan bidang
kependuduksp yang telsh diictapkan vleh Camat henys stemdar bisya
pengurusan dokwmen, dan biaya kerscbut juga ridak jelas berapa besarnya
yang harus dikayar oleh masywakat,
2, Faktor Komunlasi

Seperti yang teish dijelankan sebelumnyn bahws sétisg kebijakan
harus mempunysi standar yeng jelss agar pelaksansan kebijakan tidak
mepemu; kegagalan dan Gapat dilaksanaken secers efekdif. Parm peisksans
kebijjakan harus  dapat muomahami  dan’ hentanggungjawab  dalam
pencapaien Gandar kebijekan yang telah ditetapken Agar sander Jdan
tujusn kebijalom depat dipshami déengan tepat oleh para pelaksana
kebijakan makea peria dikomenilasikan dengan badk,

Mengkomunikssiken  standar suaty  kebijaken  haruslah
dilaksapalon secars i2nus owenersy dan konsigen melate) berbagni simber
informasi, jika hal! in tidak dapat dilakuksn maka apa yang menjadi
somsdar dan tojuan yang dikerapkan oleh pera pembuat kebijakan akan
sulit untuk dicapai karema pars pelaksans kebijakan tidsk skem (ahu
tentang ape yang harss merehs lakuiorn.
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Melalui komunikasi yang lepet diharaptan sgar dalem pelakaannan
kebijakan dspat wrhirdar dan ketidak jelasan pelaksann tentang wjuan
kebijaken miau bablowm masing-mesing meaafyirkan tuprsn kebijakan sesoai
dengen kepertiogan pars pelaksana oleh sebab it konsistenst kamunikasi
alau arns komunikesi den stas kebawnh dan dari aparad ke masyarakat
haruy jelas den tegas Dari waion tersebut maks dapet dikatian bahwa
komumikasi kebijakean ckan mencakup aspek : (1) Tramalormasi, yaitu
kebijakan akan berjalan cfekeof jikn dissmpeiken tidak hanys kepada pam
pelakmna kebijaksn saja, skan tetapi herwy disampailan juga kepads
pihak-pihak yang berkepentingan baik langnmg maummn tdak langmung.
{2) Kejelasan, yaitu kebijpken yang teleh ditransformaskom kepain pers
pelaksana kebijekan mawmm kepada pihak yang berkcpeutingan werhadap
kebijukan dapar dierima dengun jelns, schinggs dijantara  meercka
mengetabui dengan past apa yang monjuti maksud dan hjmm kebijakan.
(3) Konsisem, yailn shwan den wjvan Kebijakan ysng telah
divensiormantkan kepade pam pelaksaps kebijakan dilakukan secars
xomsisien aimu 5idek saling kontradiksi schingga aken meynudahican
pelakaana dalam mempercepal pencapaian igjuan kebijakan

Perdasarksn hasil wawancara dengan para informen, menjelasknn
bahwn belim semua aparstur Kecamatan ysng menangam pelayanag
bideng kependuduken di Kecamaisn Sungai Raya telsh mendepaton
pelafihap atau kursus yung berkaitan dengan bidang Kepeodudukan.

Penainish docrah selgin belm mampn mengiin pegAwai  wituk
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mergiluti  pelatihan  yspg  berksitan  dengan  pelayanan  bidang
kependudukan, juga pelatihan atau kegisian yang berkaitan dengan
gosialisasi tentang bidang kependudokan sersebut tidak benyak dilakulan
olech pamerintah baik pusst maupun dacrah, sehingpa pemahaman Lentang
pentmgnya data kependicukan dan dolagnen kependudukan yang harus
dimilili oleh masyarakat belum depal dipshami dengan benar baik oleh
aparal sebagai pelayan mesyarakat mavpun oleh magynrekat schagzi wang
pegars. Pelstihan yang penah difkani oleh siaf Kecamalen henya pelatihag
smtistik kependodukan.
3. Faktor Sumber Duya
Tujuam kebijakan mungkin dapa ditransformasiian secars ekutat,
jelas dan kongisten kepada parn pelaksana kebijakns, pamun i pars
pelaksana kebijskcan tersetrot kekuraongan sumber days ysng diperinkan
umtuk menjalankan suaty kehijaken, maks pelaksanaan kebijnkan akan
menjadi tidak cfektif. Dalam - apalisis [ektor somber deys yang
mempengaruhi pelak smasn kebijakan bidang kependudukan, maka berilat
ini akan dilaloukwn amalizit yang berknitan démgan aspek kemumpusn
peganwal/ staf dan kemempuem anggaran dacrah,
o Kemasmpurn Pegawal
Sumber dayn ymg paling penting dalemn pelabcanasn suat
kebijakan adalah staf, baik jumishoya maapan detmmpilsnya.
Kurmngnya pegarwai atan persconil dalam polaksannan scbuah ketrijakan
akan mengakibatken pelakssmaan kebijakan Lidek berjaran secar
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efektif. Masalab yang mama jugn bisa wrjedi jika pegewni yang ada
tidak memijiki ketrampilan atmu kuplitas yang memadsi untuk
melaksemakan kehijakan, karena makin icknis suatu kebijakan maka
makin barnyak dipertukan pegawni yang mempunyai keahlian khusys
sebagni Syarul untuk dapet melak<anakan susta kebijakan Kurengnya
pegawai atau stafl yang mempumyei ketrempalon wntuk meleksanakan
kebijakan yang bersifat temis maks akan menghambat pelakssmasn
kebjjakan Demikian jogs dengan pelakssnaan pelayanan bidang
kependuduksn diperlukan pegawai ysng mempunyui ketrampilan
khusus dibidang kependudukan dan komputerisasi dan mempunyei
pengalaman  yang cukup dalam pengelolaan  edministrasi
kependudukan.

Berdasarkan dais yang ada di- kepior Kecamstan, jumlsh
kesejuruhan pegawai 26 orang. Den jumlah rrsebul yang memnpan yai
tingknt pendidikan  Stwm 2 (S2) henya | omng (Camar),
berpendidikan Sarjana Muda (Diploma) 2 omeng dan berpendidikan
SLTA 22 omng dan masih ada pegawai yang berpendidikan SD |
orang. Dilihat deri jumlah pegawai yang ada di Kexametan Sungai
Raya Ersebut, maka dapat dikeslan mayoritas pegawai berpendidikan
SLTA;

Kondisi pepawsi yang demilian ini baik dari segi jumlsh,
pendidikan dan ketrampilan eatu kueng mendukung eriaksansmyw
pelayanan bidang kependudukan secas efektif di Kecamamn Sungai
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Raya, sehab pelayansn bideng kependudukss menpakan kebijakan
yang henyak mengamb pads akiivitas yang bersifit teknis, maka unmk
melaksanakannys sangat memeriiken pepgetabuan dinm ketrampilan
kimsus yang harus dimiliki oleh para staf’ pelaksana, khusumya yang
menangan secars langsung bidang Llersebul
b. Kemampuan Anggaran

Tujuan peiayanan bidang kependudukan Gdek banya
menyangcd pembustan  dokumen-dokumen  kependudukan  yang
diperluksn olch masysrakat paoun  juga  mengadministrasikan
datakependudukan, pembuatsn laporen kependudulan ‘secara beriala
yang keeluraanaya dapal dipertanggung jewabkan schagai datn base
pembangunan dacteh  Schinggs dengan demikian pelaysnan publik
diharapken dapal meningkat sebagaimans yang telah dimmanatkan
dalam Uedang-Undang Otomomi Pecrah, Agar pelayanan publik dapa
ditingicatkan dengan beik, maks pemerintah Kecamatan hamus megoilid
alay tersediannye anggaran yeng cukup unmik melakuvksn kegiatan
sesuai spa yadg dibarapkan masyarakat Sedangkan kemapum
anggnran yany tersedin delam melaksanakan pelayanan bidang
kependudikan belun fersedia dalam jumlah yang cukup dan ukan
terganiung dari kemandirian Kecamatan dalam menggall sumber
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4. Faktor Sikap Pegawal
Kocenderungan sikap dari para pegawni Kecamitan mempupyni
koasekuensi pesting bagi pelayanan bideng kependudukan yang efektif, karene
ktcendenunian menipakan keoopakaon dan paa pogawad daten melaleoynsian
tugas. Jika para pelaksans dapat menesima persturan-peraturan peiakasnsan gas
yang trlah dibust atan bersiknp baik terhadap suaty kebijakan, maks mereka akan
melaksanaken kebijekan schegni mana yung dimginkan olob pembaet kebijakan.
Kobijakan dagar berhasil secars efektif dem efisicn, jikn para pelakosna tidak
hamyn herns mengetshui apn yang harus dilakukan den mempaynyai kennampuas
otk meldonkar tebijekan, skan tetap SHereks juga harus mezpurysi kemanan
untuk meleksanakan kebijakan tersobut
Setiop pegawai/stal alomn dapst melnkumalnn - tugasnys dongan
Icluasa jika mercks mempunysi keterganiungni diau kepemingsn yang
kum demgen pembust kcbijsken dad sikap wereka twrhadap sualy
kebjjaken yapg telah ditetapkan Sebmjuinys prilaku wau sikep pars
pegrwai bkan dipengmrubi ofeh, pematumannys terhadap susty kebijakan
dan pandangan mereic tethadap pengmuh kebijakan yang akan dilakukan
terhadap masyaraksl aian kepemiingan orgmoisssinys tmhkan grhadap
kepentingan-kepentingan pribadnya. Dalam kecendenmgan sikap para
pegawei, | berdapat tiga clomen respon yang dapal mempengaruhi
kemampuan dan komamn pegewsi schagni pelalcana tgas  untuk
melaksanakan kebijkan yaitu pengetalinn den pemahamin kebijaken,
respon meveks tethadap kebijaken dan imensitas terbadap kebwjakon,
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Berdewkan hasil wawencera dengan infoeman menyatakan hahwa
pade umumnya kemansn pare pegawmi/waf khoaonya mercka yung
Menangsmi secars langsung bidang kependudukan di Kecamatan Sungai
Rayn masih modah. Mereka beranggapan babwa sistem administrasi
kependudukan berdasarken ketentuan peratursn perundastg-undengan yang
ada (risly rupnit uptuk dilaksanakan, baik pada proses administresinya,
dan pembuatsn  leporwn  berkalinyn karena  harus  menggunskan
kompuierismsi, Sedangken hagil yang akan dicapai oleh system
administrasi kependudulan yang bens tersebut pada dasemyw sama datigan
ketentuan-keteniusn bidang kependudukan sebehumnys,

5. Faktor Stvuktar Orgenisasi

Pelaksanasn kehijakan walmmpun lelah didukung oleh mopber days
wntuk metaksanakempya dengan cubup dim pare pelaksana kebijakan 1elah
memabumi epa dan bagaimana cara gclakukan kebijekan, satz para
pelakesna kebijakan \elah memponyal kemauan untuk melaksenakoan
kebijakan, pelaksansan kebijalcan belum dapat dipastikan akan mencapai
tujuan yang dihampkan oleh pembuat kebijakan jika masth adanys ketidak
¢fizienan struldur, organisasi/birokrasi. Strukior birokresl aam meneakup
beberaps “aspek” ysitu, struktur organisasi, pembagizn kewenangan,
hubamgan entar unit kerja dan hubumgan dengsn orgamisasi lain dijuar
Sungsi Raya ielsh mengalami restrukturisasi, dimena Susunan den
Stukior Organieas Kecamatan ywng bila dibandinglon dengan strukior
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organisasi ymng lama wengalami perubahan baik menyangkut jumlah
jabatan pembagisn kewenangan, hubungan emtar umit kexya dan hubungan
dengan organisasi lain dilyar pemerintahan Kecamatan

Perubahan struktir organisasi Kecamatam tersebul membewa
implikasi memmunnya gairah kerja para sparator yang bekerja di
memegang jabatan (punye tunjengan jsbatan) menjadi seorang staf yang
hanya meclaksanakan tuges-tugas yang tidak stratepis. Keadaan ini
diperparsh dengan adanyn kebijakan kepangkatan yang menguntngken
bagi pejabat haru yang semakin membual rasa Fusissl manien aparat
Kecamstan yang terlikuidasi, hal ini terlihat pegawai banyak yang mangkir
kerja dan berbagni femomensa pegatif [amaya pada akhirnys aktivitas
pelayanan masyarakat belum dapal berjelan efektl.

Hal lain mengenai pola hubungsn ini juga dapat dilihet dari
perubahan struktur organisasi Kecamatan, deri yang dulunya Jangsung
membawshi desa-desa dimens artinys kepala desa bertangmnmg jewab
kepada Camat, nimim dengen perubahen organisasi Kepala Desa tidak
bertangqung jawab secare langmmg kepeds Camat, bobungsn himyn
bersifn_koordinatif/ tidak hierarkiz. Schingga dengan kondisi tersebut
yang terjadd maeke peleyenan masymraknt khususnys dalam bidang
kependudukan memntast fungsi pemerintah Kecamatan yang semakin tidak
optimal, dimana implikasinya aparahr Kecamatan sepertinya enggan
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untuk mengadakan amumm melakukan kegiatan inovetif dan cendenmng
hanyn raclaksimakan tugas-tugas nutin.

Pelaksanaan pelaysnan dalam srukiur birokrasi skan  dapat
berjalan dengan efektif jika dibual sandar prosedur operasional untuk
menyatuksn stan  menyeragamkan  bertagal  langkeh  pelaksansan
peleyanan Pembualan standsr prosedur operesional dalam pelaksanaan
pelayanan selain pkan menghemat wakitu dan pemanfagian sumberdaya
yang lersedia juga membantu para pelaksana pelayansn dalam mengatasi
berbegai situasi yang dibadapi dalem meningkailkan pelsyenan dalam
bidang kependudukan
pelayanan bidang kependudulom dj Keeamstin Simgai Rayas kabupaten
Bengkayang belum dapat betjalan secara efelktif karena adanya beberapa
faloor antars lain standar pelayanan yeng behan ditetaplan dan dipahami
olch para pparaur pelakssna, Inwangnys peahaman eparat disebablean
karena Kecamatan belum mmnpu mengirim pegswai widuk mengikuti
pelatihan yang berkaitan dengen pelayenan bidang kependuduksn, juga
pelatihan sy Kegistan yang berknitan dengan sosislisss] tentang bidang
kependudukan tersebul masib terbatas. Demikisn juga dengan kemampuan
aparat yang nasih rendah dap dukungan anggaran yang tidak cukup juge
mengakibatkom pelaysnsn bidang kependudukan masih behrm  dapet
dijalankmn dengem baik.
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Fekinr-faktor lain  yang mempengarhi  pelayansn  bidang
kependuduksn di Kecamaian Sungai Raya juga dischabkan oleh sikap
aparal kecamatan terhedap pemtingnys tugas yang hans dilskuksn
berkenaan dengan bidang kependdukan yang masih rendah, karens
mercka menganggap data kependudulon dan dukumen kependuduken
Gdak penting dan merupaksn hal ysog biasa. Hal inj timbul juga
disebabken kerena adanya perubahsn-perubahan pada struktur organisasi
yang membawa implikasi tidak menguntungkan bagi sebagian pegawai.
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SIMFULAN DAN SARAN

Ferspektil mensjemen Degara modern, pemeriniahan pada hakekninya
adalah pelayrnsn kepada mesyarskat Pememimiahan tideklah disdakan wmiuk
melayar dirinys sendiri tetaph wmtuk mefsysni masyarekest stttz Mencipteken
kondisi yang memungkinkan setisp anggola masyarekmi mengembangkan
kemampusn dan kreatretiasmys demi mencapad rjuan bersama. Schingpa dengan
kecamaten harus mampu meredefinisiven kembali fingsi dan ‘pemanan yang
dimainksn orpamsasi publiknys agar biza memberi pelsyanan wmam termasuk
pelayanen bidang kependuduksn secara optimal sesuai defigan parsdigma baru
peoyelenggaraan pemerintahan yaitu penyelenggaraan pernemintshan yang baik
alBu “good govermanoe .

Tujuan penyelenggaman pemexintahian yang beik sesusi dengen prinsip-
medium pendidikan politk bagi masyarakat di tingket lokal dan secara agregat
terwujudnya civi! socieqy.dan berusaha memposistkan pemerintah daamh sebagni
unit pemerintaban di tingkat lokel yang berfungsi untuk menyediakan pelayansn
masyaraknl secara ¢fekiif, cfisen dan ekonomn.
fungsi regulasi (pengaturan), fungsi mediasi, fungsi fasilites dan fimgsi pelayanan
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Fungs: pelayanan publii/masyersket berkaitan erat dengan pelaioonasn tnugps-
lugas umum pemeringtahan  dimapa aslah  catunya  adalah  Administres
Kependuduken Oleh  karema itu  kualitas pelayanan den  ketertiban
penyelenggarman Admivictrati Kependuduken merupaken  salsh satu  sisi
menagement pemerintahan yang perly diperbail secara terus menemas, efmasuk
pemerintahum K ecamaten Sungai Raya Kabupaten Bengirysng.

Penelition ini homesuk dalarn pepelitin deskriptif, dalam pengumpulan
daia penulis engpunakan (ehnik wawancara dan mempelman  dokumen-
doknmen yang berkajtan dengnn pelayanan umom dean kbusuznye peiayanan
bidang kependudukan. Untuk mendapatian informass yang jelas., maks sumber
dalam penelitian ini adalsh Camm Syngai Raye sebagu informan pangkal, Kasi
Pemerintatun sebagni informen pokok dan Kepald Desa, tokoh agama, tokoh
adapt, tokoh pendidikan dan tokoh pemuds di Kecamatan Sungai Raya sebagni
informan konci, Lokasi peneiitian berads di Kecamainn Sungei Raya Kabupsten
Bengkayang, dan data-data yang diperoieh keymudign disnalisis secarn lualitetif.

Hiasil penclitian ini dkpai disimpulkan bahwe pelayenan dalam bidang
kependuduken berdasarian prinsip-pringip guod governasce di Kecaomatan Sungai
Raya belum dapat dilekrsanakan dengan baik, hal jni disebablan oleh adanya
perubshan kelepnbagaan kecamatan yang mempenganhi kineria aparmt yang
scharusnya pengelolaan administrasi tidang kependuduken tetap memperbatikan
kepentingsn den tujusn penyelenggaman edminjstrasi kependudukan dengen
meperapken  prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Selain hal tersebut,

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



12/40762.pdf

110

efeldivites pelayanan dibidang kependudukan belum dapet tercapai disebabkan
karena dasar hukum bidang kependoduken belum ditindak lanjuii dengen
kebijakan-kebijukan yang berrifm operasional dan anggaran yang tersedia helum
disesuaikan dengan kondisi magyarakat yang ada di Kabupaten Bengkayang, serta
belum pptimalyyas pelaksansan pelayanan yang dipengaruhi oleh partisipasi
masyarakai dan sarana yang tersedia di Kecamaiam Supgai Raya

Pelaksansan pelayanen bidang kependudukan di Kecamsisn Sunpgai Raya
Kabupalen Bengksyeng juga belum dapm betjalan secara efeldtif yarena adanys
beberaps fakior aglara lain standar pelayanan yang belum ditetapkan dan
dipatami oleh pars aparatur pelaksana, kurangnya pemahamen aparat disebablan
larena Kecamatan belum mampu mengirim pegawai untuk mengikuti pelatikan
yang berkaitan dengan pelayanen bidang kependudukan, jugs pelatihan atan
kegiaten yang berkaitan dengan sosialisesi tentang bideng kependudulan rersebut
masih terbains. Demikian juga dengan kemampiag aparat yeng masih rendah dan
dukungan anggaran yang tidak cukup juga mengakibatkan pelsyanan bidang
kependudukan masih belum dapal dijalankan dengan bak |

Faktor-faktor lain yang mempengarnhi pelayanan ndang kependudukan di
Keramatun Sungai Raya juga dischablan oleh sikap aparst kecamatan terhadap
penbingnya tugas yang harws dilakukan berkensan dengen bidang kependudukan
ymtg masib rendah, karena mereka masih menganggap bahwa daia kependudukan
dan dukumen kependudukan tidak penting dan merupakan hal yang inasa. Hal ini
Gmbul juga disebabican karena odanya perubahan-perubshan pada strukwr

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



12/40762.pdf

i1l

A. Simpalan
Berdasarken pembahasan hexil penelitian mengenai Implementasi
Pelaymnen Dalam Pidang Kependudukan Berdasarkan Prinsip-Pringip Good
Governance di Kexamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayung yang telah
dissnpaiken pada bab-beh sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai
berikyt, Dalam upaya unmuk memingkatkan pelsyanan kependudukan yeng
efektif diperfuken adanys hubungan kelembagaan yang baik, dasar hukum
yang jelas, dan optimalisasi pelayenan administrasi kependudukan
a Kelembagaan dan Tats Pemerinahan
Perubahap organisasi Kecamatan membawa implikes kepeds perubahan
tugas dan mggung jewab yang secars formsal diemban pars pejabat dalam
linglup Kecamstan. Perubahem juga {evjadi pade semangsl kerja para
aparatur Kecamatan dalam pelayanan masymmkat bidng kependudukan
kerena mereka merasa kepentingannys tergpnggu, schinggs apambar
Kecamaten sepertinys onggan unfuk mengadakan ataupam melakuken
Kegistam inovatif dan cenderumg hanya melaksanakom tugas-tugas rutin
b. Dasar Hukum Bidang Kcpendudukan
Agar pelayanan bidmng kependuduksn dapat berjalan dengan baik dan
untuk . mewujodkan pengembangsn system administrasi kependudukan
yang handal dan responsive terhadap berbagai perkembangsn masyarakat,
main masih diperiukan adanya dasar hulum/ payung hulom. Namuon
dasar hukum yang ada belum ditindak lemjuti dengan lmghah-langkah

kebijakan yang somicgia achagal  dasar Operamional  pelaywmnom
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kependuduken agar pelayansn yeng dilakukan oleh aparet dapat berjalan

dengan efektf.
¢. Optimalisasi Pelayansn Admimstragi Kependudukan

Dalam sisten administrasi kependudukan terdapet liga komponen yzng

saling terkait dan bersifat kompleemer. Ketign komponen tersebat adalah

pendaftsran penduduk, pencstatan sipil dan pengolahan informasi, Sitem

tersebut belum dapst berjalan secarn dioptimal karena partisipasi

masyerakst dan juge sparat masih rendah swena pendukung  tidak

manadal yang disebabkan masih terbatasnys anggaran yang tersedia

Prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan  yang  baik. aau  good
governance penting diterepkan ditetaran pemerinishan Kecamaran kbususnya
di Kecamatan Sungal Rays Kabupaien Bengkaysng dalam pelaksanasn tugas
kescharian sebagai aparatur pemerintsh dacrall. Berdassrkan hasil penclitan
moka dapal digimpulkan bahwa cfekiivitas implementasi bidang
kependuduken berdasarkan prinsip-prinsip good governance di Kecamatan
Sungai Raya belurm dapat dilaksanaken dengan baik, hal ini disebabkan belum
Beud pringip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yeng baik menjadi
acusn dalem pelaksanasn togay pelayspan pads masyarskat, termasuk
pelayanan bidang kependudulan
Suany krbijakan aken dapat dilaksenakan demgan efektf jika pama

pelaksana kebijakan memshami standay dan tujuan kebijakan yang telah
ditetapkcan oleh pembuat kebijaken. Deri basil penelition dapai disimpukan
behwa pelaksanaan pelaymnan bidmng kependudukan di Kecamatanh Sungad
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Raya Kabupaten Benghaysng masih dipengarubi oleh bebemapa faktor antarg

Lain:

8. Dalam setisp kebijakan publik standart dan tujusn hano dicantumken
dengan jclas, kmrena dengan jelasnyn standar dan tyjuen kebjjakan akan
dengan miniah unmink melaksanakan kebijakan, Sebalilnya pelaksannan
kebijakan sering terjadi kegagalan kerena ridak jelasnyn apa yang menjadi
sisrclay suaiu kebjjakan. Berdasarkan hasi) penclitian standar pelayanan
bidang kepernchadukan di Kecamatan Sungai Rays behmn ditetapksn,
standar yang lelah divlapkan olch Camal banya standar biays pengurusan
dokumen, hal ini mengakibatkan pelayansn bidang kependidulm beham
dapat berjelan dengan efekdtif.

b. Agar stender dan fujuan kebijaken dapat dipahami dengan tepat oleh para
pelaknana  kebijskan maka perlu  dikomunikasiken dengan haik.
Mengkomunikasikan standar suaru kebijaken harusiah dilaksanakan secars
terus mepens dan konmsien. meedalui berbagai  sumber  informesi.
Berdasarkan haail perelitisn pelayanan bidang kependudokan belum
discsialisasikon dengen baik, hal ini terlihat bahwa aparat sendiri belum
mengetahui peniingmyn administrasi kependudukan secarn menyeluruh
Demikian jugn dengan masyarakst yang belum menganpgap penting
dokumen~dokumen kependudulan

¢. Tujuxn adminisirasi kepencudukan muongkin dapet ditransfonmasikan
secam akurat, jelas dan konsisten kepautn par apemhr pelaksane maupun
masyaralon, namun jiks para sparatar tersebwl kelourangan sumber deya
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yang diperuksn untek menjalankan suetu pelayanan, maka pelaksansan
pelayanan aken memjadi tidak efektif Berdasarkan hasil penelifian depet
disioypulken bahws sumber daya yang ada di Kecamatan Sungai Raya
belum dapal mendukung pelaksansan pelayanan bidang kependudukan
secarn cfektif. Hal ini dapat dilihm dari kemampuan pegawai yang masih
rendah khususnys pegawsi yang mempunysi ketrampilan tcknis dalam
bidang administrasi keperduduksn, maupun kemampuan anggaran dan
fegiliten yang ads umiuk menduinmg peningkatan pelaksansan pelayanan
bidang kependodukan,

d. DInplementasi kebijakan bidang kependudukan dapat berhasil dilaksanakan
secar efektif dan efisien, jika pam pelaksana tidek hanys mengetahui agpa
yang harus dilakvkan den mempuoyai kemampusa unik melskuken
tugasnya, akan tetapi mereka juga haruy mempunyai kemauan umtuk
melaksanskan tugas ierschit sesusi ‘demgan ketentuan yang telah
ditetapkan. Prilaloy para pelaksans ksbijaken akan dipengarubi selain olch
pemahamannye terhadap, suatu kebijalom, juga pandangan mereka
werhadap penganuh kebijaken terhadap kepentingan organisasinya, bahkan
tethadap  kepentingen-kepemtingan pribadinya.  Berdasarkan  hasil
penelitian dapal diketahui bahwa kemanan pars pelaksans kebijeksn untuk
melokukan ketentumn-ketentuan yang ielah diahr dalam ketemfuan
perumdengan masih kareng. Hal ini disebablam kerena selain kemampuan
pars pelakssng pelayatsm yang masib rendab dalam memshami bidang

kependudukan, yang teroermun dalem enggapan mereks bahwa sistem
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sdministrexi kependudulian berdasarkan ketentuan peranran perundang-
undmngan yang ada terlalu nomit untuk dilaksanaksn, baik pada proses
administrasinys, den pembustan laporan berkalanya karena harua
menggunakng kompaterisasi. Dengan kodisi teysebul  mengakibatkan
pelayanan bidang kependudukan di Kecamaten Sungai Raya belum efektil.

e. Stuktur birokrasi aksn mencakup bebermpa aspek yaitm, struktur
organisasi, pembagian kewenengan, hubwmgan amar unit kerja dan
hubungan dengan orgamieasi lain diluar insiansi pemerintahan, Dengan
kondisi perubahan stroktur organisasi Kecamatan Sungai Raya membawa
implikasi menunmuoya gaitah kerja pam aparatur ying. bekerja di
Kecamatan, dimana secama psikologis terjadi perasaan kecewa dari kondisi
mencgang jabatan (panys tunjangan jabatan) menjadi seorang stal yeng
hanys melaksanakan tugas-tugas yang tidek stramcgis, akan memurunken
semangat kesjn, yang pada akhimys aken mempengaruhi pelayanan pada
masysrakat

B. Saran
Berdesarkan kesimpulan-kesimpulan hasil pentlitian wersebul maka
kirenya saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berilost
a Proses pelayanan bidang kependudukan samt dengan aktivitas yang
pelaporannya yeitu dengen menggunaken sitem kompuarisasi, Oleh sehab
it pemeriniah Kecamatan harus dapet merekrul/ menerima pegeam yang

mempunysi latar belekang pendidikan komputer dan statisik untuk
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ditemputkan pads bagian pelayansn kependudukan, hal ini diperhukan
umuk mempeoleh ienaga trampil yang siap pakal sesuai dengan
bidangnya.

b. Mengingal proses pembuatan dokurnen kependudukan menggunakan
sarama computer, maka levkadang lefgadinya perubahan ketentuan blankn
kependuduken tidek dillomi dengan penyesusian program  (Setting
program). Maka perlu pengadasn sarans kompula yeng memadai baik
kapasitas maupun programuya.

c. Mash rendabnya kesadsran masyamkat umuk melengkapi diri dan
keluarganya dengan dolumen kependuduken sebagai dokumen yang sah
dan dicari bila eda keperluan terenin. Mengingmi. tingkst pendidikan
masyarskal masih rendah akan berpengaruh terhadap kesadaran merelm
uptuk melengkapi diri dad dan ke¢lusrganya dengan  dokumen
kependudukan, Terhadap masaleh ini perhi diupayeken melalui sosialisasi
paraluran  penmdsng-undangan. “bidang  administrasi  kependudukan
melibatkan tokoh-tokih masyarakat baik dari adat, disamping i perlu
dilakuksm pembuatan dokumen kependudukan secara gratis kepada Kepala
Keluarga (KK) miskin dengan jumlah terbatas sesuai anggaran yang ada

d. Untuk. meningkatkan kinerja pegawai dan kualitas pelayansn kepada
masyarakal atau agar pelaksanamn pelayansn dapal dijalm dengan baik
pelaysnan bidang kependuduksn (standar prosedur operasional). Semndar
pelaysnan meyupakan scuan unfuk  megjomin  dan  mendukung
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penyelenggaraan  pelayanan  yang  sekaligus merupakan  benuk
akuninbilitas pemennish Kecamatan. Standar pelayanan temselal biasa
jups disetan sebuga standar pelaysnap minimal ymng mempunyai

indiknator atau tolok ukur untuk menilai keherhasilan suaty program atem

kegiatn
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FEDOMAN WAWANCARA

Daftar perianysan ini hanya emerupakan pointer pertanysag berdasarkan
topik penclitien Perinciannys dalam bentuk pertanyasn yang disjuken kepada
mforman yang dikernbengkan di lapangan.

L Ideatitsn Informan

Umnur T eerrtmeeerer e YA STATA  Stnrny s pmemne
Jabgian

Lamga Bekerja

Alama

NS RN -

IL Duftar Pertanynan yang menyanghni tentang :

- Tentang pelaksanasn pelayansn urmim di kantor Kecamatan Sungei Raye

- Proses pengurusim dokumen kependuduksn di kantor Kecamaan Sungni
Raya

- Dasar hukum pelaksanapan pelayenan bideng kepenchadukan

- Peraturan-peraturan berkensan dengan pelayanan bidang kepenchadulcm.

~ Partisipasi masysrakai  dalam pengurusan- data - dan dokumen
kependudukan

— Tingkm pendidiken dan ketwmpilin stef Kecamamn dalam kaitanmys
dengam pelaksanaan pelayanan bidang kependudakan

~ Pelatihan dan ketrampilan penguasasn program bideng kependuduiom bagi
giaf,

= Tentang anggaran Kecamatan,

~ Hubumgan kera para staf yang ada di Kecamsaian, baik terbadap atasan,
antar staf dan pads lembegs lein serta dengan masyarakeat

- Stander operasional prosedur {SOP)

— Kendala ptau hambetan) dan pendulong peleksanasn prinsip-priosip
pelaksanasn pemerimahan yang baik

- Koondinas peda tinglei atasan dan siaf.

~ Faxilites yang ada di Kecamatan,
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Daftar pertanysan kmdl pejabat dan pegawsal kecamantan

. Camat 1 M Yusuf, 5.508, M.Si

4. K= Pemerintahan i

3. Kawm Traotip : Mawardi

4. Kam Krsos : Syahrani

5. Kaz Ekbang : M. Suyan

6. Pit Scheam : Syahrani

7. Staf Kecamatan : - Kakang + Luliana
- Eli Hartau - Hera Sumsmo
- Tarmiji - Nurhazami, A Md
- Wemmpi, A Md - Sumartini
- Anggaraini - Fanda
- Nuriadi - Efemils
- Syaila Mustagim - Darmawan
- Ariadi ~ Siwor
- Jin - Budi Handila
- Rusdiana - Jamur Teowmmo
- Windasarj

Bentak Pertapyaan

Neo Pertanynan Jawahan

Bepak pimpin?

Apasagiaqpaynymgdil,h:kn
uk eerciptanys pemerintshan
yang baik &i kecamatan yang

resa frustasi mantan aparat Kacaooeren yang torlikuides], hat
mhmmdmilmhﬂmmmm
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Na

Pertanysan

Jawabhan

Apaksh £ ] restrukturiessl
orpanisasi di kecamaten?

Ads, yakni scjak diberishokzanya SK Kepmendagri 1582004
tentang Pedornan Organisas] Kecamaran, dimana Susunan dan
Swrukfor Organicei Kecametan yang bils  dibandingken
srukiur sehehumnve mengs buni beerval sekali perubshen baik
memyangknt fumish  jsbstan, kompldoitsy s pola
bubaungan tugas Demikisn jugs dengan orgamisssi yang
mengaluni  restobiorioei  adelsh  orpanicesd  Kecanstan
Sungai Raysn, dimam Summan dan Siukiur Organisas]
Kecamatan yeng bils ditandingksn dengsn strukior organiessi
veng lemes mengalami porobshan beik menmyangit jumlah
jabaian, oompleksitas serta pola hobungan tughs. Strukiur
organisasi yang lsma di Kecamatan Songai Baya terdiri dari |
orang pejabat setingkat esebomn TV-a, 5 crang pejabst setinglat
eselon V-n dan 8 pejabet setingkst eselon V-b. Sedanplom
dewi | jubatan sciingkat esclon b dan 3 jabatan setingl

eselon IV-a.
Ada, yakni kecamzem yang dolunys meropsken
perangkstfunsur dekonsenirasi sclwang menjadi perangkost

dacrah yang tugasnys megjalankan kegistan ying meropakan
pelimpatan

yang masih behmn didebcppaikan Hal bin menpgensi pola
hn.ba.nganmmlhpltdlh'hndlnpmﬂnhmm
ocganicysi  Kecamatsn, dari  yang  dubinys hngmng
membeoshi o deta-dews  dimams  antimyn kepaia

hmjammcmmmmhﬂm

etggan Mok mengadaken atamm  melskukan h:g'nm
movatif dan cenderung hanya melaksannkoan

Ach,mmduhmpelatmmylhehmdﬂmgkapldmgm
kebijskan-kebijakan amm peratwrsn deevsh yang bersifm
opcrasicnal,

i Kmmmlmgtmdmﬁnh‘:m

masth rersdah, merekn baru berusahs metcari abwu mengs
dokumen kependuchulean bils ada kepariuan terientu
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No Pertanysan Jawsban
9. | Apsksh scrwe spasty ke Bdummnm@ﬂpdﬂi_hn.hmhdmmm
hideng kependnodidon? kependodokan, jugs pelatiban stzo kegiamn yeng berksban
tererbea

10, | Apaod  dabwn  masvarsksl,  ada

Il.ﬂpﬂlwtu-i‘nﬂ

12, | Amsiah Canel dkap ek gelam

Belun teriniaans dengan baik, Ini dischebken karens masalnh

kecaniatan yang cukup janh

(4. Apaskab  srmg _ diadokan
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. Tokoh Masyarakal : H. Wajili
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2 Masy. Biasa (Melayu) : Senan, Masran, Zainal

1. Masy. Biasa (Tionghoa) : Apisu

4. Masy. Biasa (Dayak) : Lukas Sanan

Bentuk Pertanyaan

No Fertaoyaan Jalaban

1. | Apaksh camet culsp prosktif | Selams ini ymng kami essakan, cupat Belem cukup proaktif
dengun deas-dens? denpan dengn  desa-desa Jubam wilayah kecamatan sumgai

ys

Apaksh dalam  mepbenikan

saring merperauli mocyamkat?

Dalam melsicarmken tugay dan kewajibannys yang berkaiian
dengan wrusan pebrysoen bideng kependudukan bisa dimilsi
cukop mdil Kategori adil yang berbubungan dengen
pmmwmmm

Adﬂdlhnhhrl-
Apurgtnr pomcrintih Keomison Sungai Rava  dabam
orusan penerbiten KK, KTP dan AK dolgm membeniken
peloywrmn  kepady,. masyerekat memms  celwnnpan
mbwmen oabk cubup wfil sthrys tidek wls keow
membeds-medabag | sters salv depgan labimys, e
ervnishan aanptimal mumghkin

- Adil datem Pesctspen Bixya
Daleri menctapion bisyn dalan peagurusan KK, KTP dan
AR, ‘sasyerebwt vonilal babws sperster | penvewrininh
merendahkcan sorty tidak memberisknkay setisp omog stee
kelompok secars babeds, atiry: senmi kclendusn yang
telsh ditctapkan,

Namum, ada jugas sparat yog cepderung Mengerisioan sy

dengan copet kalsu sda inbalarya,

Masyrrakat sudeh cukup proakiif dalun pembangurnen deas,
yakni dengan meomberilan saan akan tetapi Canat sewing

Camat jarsng sckali foun ke desa, behlan ads desa yang
belum pemnah dikantjungi. Jadi tidak tabu tentang kebutohan
masing-masing setisp desa?

Kalso haptuan-hantusn seperti makin, stz gas clpiji scperti
kemarin, alhamdolilah sodeb sempai mersts ke masysralod.

Selams i proses penguncean administrasi | kepeodudukan
siah ditekukaw ofeh magysrakst, nanwn memang masih ade
masysukst yang bebym mengerti leptang spa sajs yang hann
dipersiapkan sty derimana mulai mengorms KTP den Lninemys
yong beckaitan dengan keproeiodniom Sehinggs tidek jerang
mercka bares kesvbuli ke rumsh karens belum melenghapi
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10. | Hambatm dalem  pengnzam
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